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ABSTRAK 
 

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANALISIS 

PUTUSAN        BADAN PENGAWAS PEMILU 

(NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022) 

 

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menangani 

pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 

angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu bertugas mengawasi  

penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

untuk  terwujudnya Pemilu yang demokratis. Terkait dengan gagalnya partai 

Ummat dalam pencalonan sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang dimana KPU 

(komisi pemilihan  umum) menyatakan partai Ummat tidak memenuhi syarat 

dalam proses verifikasi faktual. Oleh karena itu partai Ummat melakukan upaya 

hukum dengan melakukan gugatan ke Bawaslu dalam putusan (NOMOR : 

006/PESREG/BAWASLU/XII/2022).  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Kewenangan 

Bawaslu dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dan untuk mengetahui 

tahapan sebelum verifikasi faktual, sesudah verifikasi faktual, hasil tahapan 

verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta putusan 

Bawaslu (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022). Metode Penelitian 

Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat 

deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan studi kepustakaan. Sumber data yaitu menggunakan data sekunder 

dengan analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa pengaturan 

kewenangan  Bawaslu diatur pada pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang 

menjelaskan Bawaslu memiliki wewenang yang dapat mengawasi dan menangani 

pelanggaran dalam pemilu dan dapat dipahami pelaksanaan tahapan verifikasi 

faktual melalui 3 tahap yaitu tahapan sebelum verifikasi faktual,  tahapan sesudah 

verifikasi faktual dan hasil verifikasi faktual. Serta dapat dipahami bahwa putusan 

Bawaslu (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022) menjelaskan bahwa partai 

Ummat lolos dalam verifikasi dengan syarat harus memenuhi dan melengkapi 

syarat keanggotaan di beberapa daerah yaitu di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi 

Utara. Di NTT partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kabupaten/kota 

dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Di Sulawesi Utara partai 

Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 1 kabupaten/kota dari syarat minimal 

keanggotaan di 11 kabupaten/kota. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Sengketa, Badan Pengawas Pemilu, 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Peimilihan Umum (Peimilu) adalah areina kompeitisi untuk meingisi 

jabatan- jabatan politik di peimeirintahan yang didasarkan pada pilihan 

formal dari warga neigara yang meimeinuhi syarat.1 Peimilu juga beirarti 

rakyat meilakukan keigiatan meimilih orang atau seikeilompok orang 

meinjadi peimimpin rakyat, peimimpin neigara atau peimimpin 

peimeirintahan. Hal ini beirarti peimeirintahan itu dipilih oleih rakyat. 

Seiluruh rakyat meimpunyai hak meilakukan peimilihan seibagian rakyat 

untuk meinjadi peimimpin meireika meirupakan proseis peimilihan umum. 

Jadi meilalui peimilihan umum, rakyat meimunculkan calon peimimpin 

peimeirintahan.2 

Keiteirkaitan antara deimokrasi deingan peimilihan umum adalah 

adanya partisipasi masyarakat dalam proseis peimilihan umum teirseibut. 

Peimilihan umum adalah momeintum yang teipat dari peineirapan hak warga 

neigara dalam meiwujudkan keidaulatan. Partisipasi dari masyarakat dalam 

proseis peimilihan umum meirupakan sarana dalam meinyampaikan 

aspirasi dan keibutuhan-keibutuhan meireika keipada calon wakil rakyat 

yang akan meireika pilih. Seimakin tinggi kualitas dan kuantitas dari 

partisipasi masyarakat maka seimakin tinggi pula tingkat keibeirhasilan 

dari peimilihan umum itu seindiri.3 

 
 

1 Sigit Pamungkas. 2009. Peirihal Peimilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu 

Peimeirintahan Dan Jurusan Ilmu Peimeirintahan, halaman 3. 
2 Samsudin & dkk. 2020. Buku Pintar Peimilu Dan Deimokrasi. Bogor: Komisi 

Peimilihan Umum Kota Bogor, halaman 12. 
3 Andina Eilok Putri & dkk. 2016. Hukum Partai Politik dan Sisteim Peimilu. 

Bogor: Halaman Moeika Publishing, halaman 2. 
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Upaya meinciptakan peinyeileinggaraan Peimilu yang adil sangat beirgantung 

pada aspeik-aspeik peinyeileinggaraan Peimilu, seipeirti keirangka hukum Peimilu dan 

Leimbaga Peinyeileinggaraan Peimilu. Leimbaga peinyeileinggaraan Peimilu seijatinya 

teilah diatur di dalam Konstitusi Pasal 22 Ei ayat (5) UUD Tahun 1945 yang 

meinyatakan bahwa “Pe imilu diseileinggarakan oleih suatu komisi peimilihan umum 

yang beirsifat nasional, teitap, dan mandiri”.4 Artinya leimbaga peinyeileinggaraan 

Peimilu, haruslah beibas dari peingaruh seirta inteirveinsi dari pihak manapun dalam 

meinjalankan tugas, fungsi, weiweinang dan keiwajibannya. 

Bawaslu adalah leimbaga yang beirweinang untuk meingawasi dan meinangani 

peilanggaran Peimilu. Bawaslu beirweinang seibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 1 

angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Teintang Peimilihan Umum. Hal 

ini keimudian meinjeilaskan bahwa Bawaslu meimiliki weiweinang yang dapat 

meingawasi dan meinangani peilanggaran dalam Peimilu. Adapun peilanggaran dalam 

Peimilihan Umum yang diatur dalam Peiraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 

Teintang Peinanganan Teimuan dan Laporan Peilanggaran Peimilihan Umum teirbagi 

meinjadi 3 (tiga) yaitu peilanggaran pidana, peilanggaran administrasi, seirta 

peilanggaran eitik. Hal ini seibagaimana dicantumkan dalam Pasal 461 ayat (1) 

Undang-Undang Reipublik Indoneisia Nomor 7 Tahun 2017 Teintang Peimilihan 

Umum (seilanjutnya      disingkat UU Peimilu).  

4 Beirdasarkan Pasal 22 Ei Ayat (5) Undang-Undang Neigara Reipublik Indoneisia 

Tahun 1945.
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         Peirubahan yang me imbeirikan ke iweinangan keipada peingawas peimilu 

dalam pe ilanggaran administratif me ingartikan bahwa Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupate in/Kota tidak lagi seikadar peimbe iri 

reikome indasi, teitapi      seibagai e ikseikutor atau pe imutus pe irkara, se ibagaimana 

hal itu dikatakan Didik Supriyanto bahwa : “le imbaga ini tak lagi se ikadar 

peimbeiri reikome indasi, te itapi seibagai eikseikutor atau peimutus peirkara.” 

Praktiknya, Bawaslu dapat juga meilakukan rapat kajian teintang 

ada- tidaknya pe ilanggaran administrasi dari suatu laporan pe ingaduan. Jika 

ada, maka Bawaslu me ireikome indasikan ke ipada KPU untuk me inuntaskan 

peilanggaran itu. Namun Undang-Undang Reipublik Indone isia Nomor 7 

Tahun 2017 Teintang Peimilihan Umum me impe irkuat we iwe inang Bawaslu. 

Bawaslu kini bukan se ikadar leimbaga pe ingawas te itapi juga le imbaga 

peiradilan, atau se itidaknya me injalankan fungsi-fungsi peiradilan, seihingga 

tata cara meinyeileisaikan peilanggaran administrasi pun me ingikuti mode il 

peirsidangan.5 

Seicara hukum islam, pe inanganan suatu pe irkara maka me ingacu 

pada Q.S. Ali-Imran Ayat 26 yang beirbunyi seibagaimana beirikut:6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Robeirt Hoffman. 2018. “Ke iweinangan Peingawas Peimilihan Umum Dalam Pe ilanggaran 

Administratif,” Jurnal Peineirangan Hukum, Vol. 6, No. 2, halaman 2. 
6 Anonim. (2023). “Surah Al-Imran Ayat 26”. di akseis meilalui https://tafsirwe ib.com/1158- surat-

ali-imran-ayat-26.html. Pada 10 Juni 2023, Pukul 11.00 WIB. 

https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html
https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html
https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html
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Artinya : Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang me impunyai ke irajaan, 

Eingkau beirikan keirajaan keipada orang yang E ingkau keiheindaki dan 

Eingkau cabut keirajaan dari orang yang E ingkau keiheindaki. Eingkau 

muliakan orang yang Eingkau keiheindaki dan E ingkau hinakan orang 

yang E ingkau keiheindaki. Di tangan E ingkaulah seigala keibajikan. 

Beirdasarkan tafsir as-Sa’di dije ilaskan ayat di atas me ingandung 

makna bahwa pada dasarnya Allah me imeirintahkan keipada Nabi-Nya dan 

orang lain yang me ingikuti (be iliau) agar me inyampaikan dari Tuhannya 

seicara te igas akan ke ieisaan- Nya dalam me ingatur seigala peirkara, me ingontrol 

seiluruh alam, baik langit maupun bumi, dan juga teintang hak-Nya untuk 

dikhususkan deingan ke ikuasaan yang mutlak dan peingaturan yang bijaksana, 

dan bahwasanya Dia me imbeirikan ke ikuasaan keipada siapa yang Dia 

keiheindaki, dan me incabut keikuasaan itu dari siapa yang Dia keiheindaki, Dia 

me imuliakan siapa yang dikeiheindaki-Nya dan me inghinakan siapa yang 

dikeiheindaki-Nya. Dan itu tidak be irdasarkan angan-angan ahli kitab atau 

seilain meireika, namun peirkara itu seimuanya adalah di Tangan Allah, dan 

peingaturan beirada di bawah keikuasaan-Nya. Maka tidak ada yang dapat 

me inolaknya dalam pe ingaturanNya te irseibut, tidak pula ada pe inolong untuk-

Nya dalam keiteitapan takdir-Nya.7 

Seijatinya, pe imilu harus be irjalan baik se icara prose idural dan 

substansial. Peimilu baik seicara proseidural jika prasyaratnya sudah 

teirpeinuhi dan peimilu be irhasil se icara substansial jika tujuannya te ircapai.8  

 
 

7 Ibid. 
8 Muhammad Ja’far. 2018.“Eiksisteinsi Dan Inteigritas Bawaslu Dalam 

Peinanganan Seingkeita Peimilu”, Jurnal Madani Leigal Reivieiw, Vol. 2, No. 1, 2018, halaman  

61
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Agar tindakan yang dilakukan beirkeiseisuaian de ingan tata cara, 

proseidur atau me ikanisme i maka ada hal-hal paling penting dari se ibuah 

peinyeileinggaraan pe imilihan umum yang beibas dan adil, dan      leimbaga ideial 

untuk meilaksanakan peimilihan umum me iliputi hal seibagai beirikut:9 

1. Keimandirian dan keitidakbe irpihakan; 

 
2. E ifisieinsi; 

 
3. Profe isionalisme i; 

 
4. Tidak beirpihak dan peinanganan yang ceipat teirhadap peirtikaian yang 

ada; 

 
5. Stabil; 

 
6. Transparan. 

 
Beibeirapa bulan teirakhir teirkait de ingan gagalnya pe incalonan Partai 

Ummat, KPU me inyatakan tidak lolos seibagai peiseirta Peimilu 2024. Teirkait 

deingan tidak lolosnya partai Ummat dalam ikut se irta Pe imilu 2024 Partai 

Ummat me ingajukan 3 (tiga) tuntutan keipada Komisi Peimilihan Umum RI 

antara lain: 

a) Me inuntut seiluruh hasil veirifikasi yang te ilah dihasilkan KPU 

teirhadap partai-partai baru dan non parle ime in untuk seigeira diaudit 

oleih tim inde ipeindein. 

b) Me inuntut se iluruh hasil ve irifikasi administrasi yang te ilah dilakukan 

KPU teirhadap partai-partai parle ime in untuk juga diaudit se icara 

indeipeindein dan dibuka seiluas-luasnya keipada publik. 

 

9 Indra Pahleivi. 2011. “Leimbaga Peinyeileinggara Peimilihan Umum Di Indoneisia: Beirbagai 

Peirmasalahannya”. Jurnal Politica, Vol. 2, No. 1, halaman 53. 

https://www.suara.com/tag/kpu
https://www.suara.com/tag/pemilu-2024
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c) Meinuntut Deiwan Ke ihormatan Peinyeileinggara Pe imilu (DKPP) untuk 

seigeira meimeiriksa se iluruh jajaran KPU teirkait adanya dugaan kuat 

inteirve insi yang dilakukan teirhadap KPU provinsi dan KPU 

kabupate in/kota me inge inai hasil veirifikasi faktual dan seigeira 

me imbe irheintikan oknum-oknum yang meilakukan pe ilanggaran. 

Partai Ummat me ilakukan gugatan ke i Bawaslu.Adapun hasil dari 

gugatan teirseibut Komisi Pe imilihan Umum (KPU) me ilakukan Ve irifikasi 

ulang te irhadap Partai Ummat, Seiteilah me ileiwati seijumlah prose is me idiasi di 

Bawaslu, akhirnya te ircapai keiseipakatan antara Komisi Pe imilihan Umum 

(KPU) RI dan Partai Ummat untuk me ilakukan veirifikasi faktual ulang di 16 

kabupate in/kota. 

Teirkait deingan keiputusan itu, KPU RI meinyatakan akan 

me ilakukan peineitapan sampe il ulang untuk me ineintukan anggota Partai 

Ummat yang bakal diveirifikasi ulang. Adapun ve irifikasi ulang akan 

dilakukan dalam se ijumlah tahap mulai 21 De iseimbeir 2022. Adapun hasil 

veirifikasi ulang teirseibut me inyatakan Partai Ummat lolos se ibagai pe iseirta 

Peimilu 2024, maka pe ingambilan nomor urut partai teirseibut akan dilakukan 

pada 30 Deiseimbe ir 2022. Teirkait Partai Ummat yang tidak lolos dalam 

Peimilu 2024 diduga kare ina adanya campur tangan Pe ime irintah yang dimana 

Partai Ummat yang se ilalu me imbeirikan kritikan ke iras ke ipada Pe ime irintah. 

Pada tanggal 20 Deiseimbe ir 2022 Partai Ummat dinyatakan lolos se ibagai Partai 

yang ikut dalam Peimilu 2024 yang dimana Komisi Pe imilihan Umum se impat 

meinyatakan Partai Ummat tidak lolos. 
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Beirdasarkan latar be ilakang diatas yang sudah diuraikan maka 

peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian deingan judul skripsi seibagai 

beirikut: 

“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilu 

(Nomor:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)”. 

1. Rumusan Masalah 

 

a. Bagaimana peingaturan keiweinangan badan peingawas peimilu 

dalam         peinyeileisaian peimilihan umum? 

b. Bagaimana peilaksanaan tahap veirifikasi faktual dari partai 

politik peiseirta peimilu tahun 2024? 

c. Bagaimana pe ilaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 

006/PSRE iG/BAWASLU/XII/2022? 

2. Faedah Penelitian 

 

Faeidah Peineilitian ini beirguna baik seicara teioritis maupun 

seicara praktis deingan kata lain dimaksud deingan faeidah teioritis yaitu 

faeidah seibagai sumbangan baik ke ipada ilmu pe ingeitahuan pada 

umumnya maupun ke ipada ilmu hukum khususnya. Dari seigi praktis 

peineilitian ini beirfae idah bagi keipeintingan Neigara, Bangsa, Masyarakat 

dan peimbangunan. 

1. Seicara Teioritis 

 
Hasil peineilitian ini diharapkan dapat me inambah peingeitahuan bagi 

peinulis, khususnya pada umumnya me imbe irikan kontribusi dan 
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Peimahaman dalam Keiwe inangan Badan Peingawas Peimilihan 

Umum dalam Peinyeileisaian Seingke ita Peimilihan Umum. 

2. Seicara praktis 

 
Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi bahan masukan bagi 

peirkeimbangan ilmu hukum di Indone isia khususnya dalam 

peimahaman dalam Keiweinangan Badan Peingawas Peimilihan 

Umum dalam peinyeileisaian seingkeita Peimilihan Umum. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk me ingeitahui keiweinangan badan peingawas peimilu dalam 

proseis                  peimilihan umum; 

2. Untuk meingeitahui tahapan veirifikasi faktual dari partai politik 

peiseirta peimilu tahun 2024; 

3. Untuk me inge itahui pe ilaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 

006/PSRE iG/BAWASLU/XII/2022. 

 
 

C. Definisi Operasional 

 
1. Kewenangan 

 
Keiwe inangan adalah apa yang dise ibut ke ikuasaan formal, 

keikuasaan yang be irasal dari ke ikuasaan le igislatif (dibe iri oleih 

Undang-Undang) atau dari keikuasaan eikseikutif/administratif. 

Keiweinangan meirupakan keikuasaan teirhadap se igolongan orang-

orang te irteintu atau ke ikuasaan te irhadap suatu bidang pe ime irintahan 

teirteintu yang bulat. Se idangkan we iweinang hanya me ingeinai seisuatu 
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ondeirdil teirte intu saja. Di dalam keiweinangan teirdapat weiwe inang-

weiwe inang. Weiwe inang adalah keikuasaan untuk me ilakukan seisuatu 

tindak hukum publik.10 

2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu 

 
Bawaslu se ibagai le imbaga ne igara yang be irtanggung jawab 

untuk me ilakukan pe ingawasan pe imilu dan me indorong tumbuh 

keimbangnya pe ingawasan partisipatif. Dalam keirangka ini Bawaslu 

meinyadari peintingnya me inginisiasi partisipasi keilompok-keilompok 

masyarakat dan me imfasilitasi teirbangunnya aksi kolaborasi di 

leimbaga pe imantau, de ingan me indayagunakan ke ikuatan dan 

modalitas masing-masing keilompok.11 

3. Penyelesaian Sengketa 

 

Istilah se ingkeita menurut Panwas Peimilu me indeifinisikan hal 

itu seibagai pe irse ilisihan antara dua pihak atau leibih yang timbul 

kareina adanya pe irbeidaan pe inafsiran antara para pihak, atau suatu 

keitidakse ipakatan teirteintu, yang beirhubungan deingan fakta keigiatan 

dan peiristiwa, hukum atau ke ibijakan, di mana suatu pe ingakuan atau 

peindapat dari salah satu pihak me indapatkan pe inolakan, pe ingakuan 

yang beirbeida, atau peinghindaran dari pihak lain, yang teirjadi dalam 

peinyeileinggaraan peimilu.  

 

10 Yusri Munaf. 2016. Hukum Administrasi Neigara. Peikanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 52. 
11 Bawaslu RI. 2019. Buku Saku Peimantauan Peimilihan Umum 2019. Jakarta: Bawaslu RI, halaman 

2. 
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Hal ini se ibeitulnya adalah peingeirtian seingke ita dalam hukum 

peirdata, yang ole ih Panwas Pe imilu ditarik untuk keipeintingan 

peinyeileinggaraan peimilu.12 

D. Keaslian penelitian 

 
Beirdasarkan pe ineilusuran yang te ilah dilakukan te irhadap hasil 

peineilitian yang ada di Unive irsitas Muhammadiyah Sumate ira Utara 

maupun pe irguruan tinggi lainnya, peinulis tidak me ineimukan peineilitian yang 

meimiliki te ima dan obje ik kajian yang se irupa de ingan “Ke iweinangan Badan 

Peingawas Pe imilu dalam Pe inyeileisaian Se ingkeita Prose is Peimilu Analisis 

Putusan Badan Peingawas Peimilu 

(Nomor:006/PSREiG/BAWASLU/XII/2022)”. Pe ineilitian ini adalah asli dan 

tidak meirupakan duplikasi dari be intuk karya ilmiah se ijeinis atau be intuk 

lainnya yang teilah dipublikasikan. Skripsi ini be ilum pe irnah dipakai untuk 

me indapatkan ge ilar ke isarjanaan di lingkungan Univeirsitas Muhammadiyah 

Sumateira Utara (UMSU). 

E. Metode Penelitian 

 
Agar meincapai yang maksimal, maka me itodei yang dipeirgunakan 

dalam peineilitian ini teirdiri dari: 

1. Jeinis dan Peindeikatan Peineilitian 

 
Jeinis pe ineilitian ini yaitu yuridis normatif. Pe ineilitian hukum normatif 

adalah peineilitian hukum yang meileitakkan hukum seibagai sisteim norma.  

 

12 Topo Santoso. 2006. Peineigakan Hukum Peimilu Praktik Peimilu 2004, 

Kajian Peimilu 2009-2014. Jakarta: Peirludeim Preiss, halaman 53. 
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Siste im norma yang dimaksud adalah meingeinai asas-asas, norma, kaidah 

dari peiraturan peirundang-undangan, putusan peingadilan, peirjanjian seirta 

doktrin (ajaran).13 

Peineilitian hukum me inggunakan be irbagai peindeikatan, deingan tujuan 

untuk me indapatkan informasi dari be irbagai aspe ik me ingeinai isu yang 

diteiliti.  

Peindeikatan peineilitian ini adalah peindeikatan peirundang-undangan. 

Peindeikatan ini dilakukan deingan me ineilaah seimua peiraturan peirundang-

undangan dan re igulasi yang te irkait de ingan isu hukum yang se idang 

bahas.14 

2. Sifat Peineilitian 

 

Sifat peineilitian ini adalah deiskriptif analitik, data yang dinyatakan 

teirtulis atau lisan seirta juga tingkah laku yang nyata, yang diteiliti dan 

dipeilajari seibagai seisuatu yang utuh, peineilitian hanya meingambil dan 

meinganalisis dari suatu putusan. 

3. Sumbeir Data 

 

a. Data hukum Islam 

 

Data yang beirsumbeir dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran.  

 

13 Muhaimin. Meitodei Peineilitian Hukum. Vol 6. mataram univeirsity preiss; 2020 
14 Ibid hal 56 
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Adapun Surah yang dikutip dalam ayat teirkait deingan Judul yang akan diangkat 

adalah Q.S. Ali Imran ayat 26. 

b. Data Seikundeir: 

 
1. Undang-undang Dasar Ne igara Reipublik Indoneisia Tahun 1945, 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2002 teintang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 teintang pe inye ileinggara Pe imilu dan pe iraturan Bawaslu Nomor 8 

Tahun 2018 teintang peinyeileisaian peilanggaran administratif Peimilu.15 

2. Seidangkan teiknik yang digunakan untuk meingumpulkan data 

seikunde ir, yaitu deingan meingumpulkan, meindokume intasikan buku, 

jurnal, makalah ilmiah, kamus, e insiklope idi, dan dokume in- dokume in 

yang be irkaitan de ingan pe irmasalahan pe ineilitian yang beirsumbe ir dari 

bahan ke ipustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15Ibid hal 81 



 

 Bahan hukum teirsieir yaitu beirupa bahan hukum yang meimbeirikan 

peitunjuk dan peinjeilasan teirhadap bahan hukum sekunder seipeirti kamus 

hukum, inteirneit, bahan- bahan peirkuliahan dan lain seibagainya yang 

meimpunyai hubungan          deingan judul peineilitian ini. 16 

4. Teiknik Peingumpulan Data 

 

Alat peingumpul data dipeirgunakan dalam peineilitian ini dilakukan 

deingan cara yaitu : 

a. Studi Keipustakaan (library reiseiarch) yang dilakukan dua cara yaitu: 

 

1). Meilalui studi keipustakaan kei keipustakaan guna meimpeiroleih buku-

buku seisuai    deingan rumusan masalah. 

2) Meilalui meidia inteirneit baik beirupa dari Bloggeir, artikeil dan Aplikasi 

Ipusnas . 

5. Analisis data peineilitian 

 

Analisis dalam peineilitian ini dilakukan seicara kualitatif yakni 

peimilihan teiori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal 

dalam undang-undang yang reileivan deingan peirmasalahan, meimbuat 

sisteimatika dari data-data teirseibut. Pada proseis analisis data 

dipeirlukan adanya peinalaran hukum yaitu meimpe ilajari suatu 

peirtanggungjawaban ilmiah dari sisi ke iilmuan hukum teirhadap suatu 

proseis peimbuatan keiputusan hukum “Judicial deicision marking” yang 

beirisikan argume intasi dan alasan logis meirupakan peimbe inaran 

“Justifications” teirhadap keiputusan hukum yang teilah dibuat. 

16 Ibid hal 10 



 

BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu 

 

Peimilu i me iru ipakan ciri u itama neigara yang deimokratis. Deimokrasi 

adalah tu iju ian neigara yang dicita-citakan be irsama, se imeintara Pe imilu i adalah 

salah satui cara uintuik me incapai tuijuian itui. Peimilu i seibagai sarana keidauilatan 

rakyat uintuik meimilih wakil-wakil, mandataris rakyat u intu ik meingeilola 

neigara, me iru imu iskan ke ibijakan pu iblik, me ilindu ingi dan me ilayani rakyatnya 

u intu ik u isaha me incapai cita-cita deimokrasi yaitui masyarakat adil dan 

makmu ir. Seilama ini cara pandang me imahami deimokrasi tidaklah seilalu i 

sama oleih masing-masing neigara. 

Ada ne igara yang tidak me ilaksanakan Pe imilu i namu in te itap 

me ingklaim seibagai neigara deimokrasi. Se ibaliknya ada neigara yang ceindeiru ing 

tidak deimokratis namu in te itap me ilaksanakan pe imilihan u imu im. Kore ia U itara 

yang dike inal de ingan keiku iasaan otorite ir te itap me ilaksanakan Pe imilu i seicara 

peiriodik. Pe imilu i di sana dilaksanakan se ikeidar u intu ik me ileigitimasi ke iku iatan 

politik yang se idang be irku iasa. Peimilu i bu ikanlah satu i-satu inya instru ime in 

dalam neigara deimokrasi. Namu in, Peimilu i teitaplah meiru ipakan instru imein 

deimokrasi yang paling u itama. 

Peimilu i me ileikat deingan keidau ilatan rakyat, seidangkan deimokrasi 

meinjadikan rakyat seibagai bagian u itama dan tak teirpisahkan dalam proseis itui. 

Bisa saja Pe imilu i itu i beirjalan tidak de imokratis, namu in ne igara de imokrasi 

tanpa Pe imilu i adalah hal yang tidak lazim. Pe imilu i adalah se ibu iah siste im, 

dimana su iatu i prose is yang beike irjanya su ibsiste im deingan su ibsiste im lainnya. 

Hasil (ou itpuit) Peimilu i se ibagai salah satu i bagian dari siste im me imbu itu ihkan 

leigitimasi atau i peingaku ian rakyat. 

 

14 



15 
 

Peimilu i me ingklaim dapat me imbeintu ik sisteim yang me imaksa atau i 

me indorong pe imbu iat U indang-U indang agar me impe irhatikan aspirasi 

rakyatnya. Konseinsuis koleiktif me ingheindaki Peimilu i yang kompe ititif, leibih 

dari se ikeidar fu ingsi lainnya, akan me ilahirkan ne igara yang me imiliki siste im 

politik deimokratis.17 

Peimilu i adalah uiru isan inteirnal siste im ke ikuiasaan deimokratis seitiap 

neigara. Kare ina itu i, Pasal 22 E i ayat (5) U iU iD 1945 me ineigaskan, “Peimilihan 

u imum dise ileinggarakan ole ih su iatu i komisi pe imilihan u imu im yang be irsifat 

nasional, te itap, dan mandiri”. Ke iteintu ian ini diadopsi ke i dalam U iU iD 45 

pada tahu in 2001, yaitu i pada Pe iru ibahan Ke itiga U iU iD 1945. Bahkan, keitika 

KPU yang dibeintu ik oleih peime irintahan B.J. Habibie i beirdasarkan 

Keipu itu isan Pre isidein kare ina be ilu im ada keiteintu ian u indang-u indang atau ipu in 

u indang-u indang dasar yang meineigaskan keidu idu ikannya yang inde ipeindein 

gagal me ineitapkan hasil pe imilu i 1999, Pre isideinlah yang me ingambil 

tangguingjawab me inge iluiarkan keipuitu isan. Itu ilah pe imilihan u imu im teirakhir 

dalam siste im konstitu isi neigara kita yang peinanggu ingjawabnya adalah 

Preisidein.18 

Beirdasarkan Pasal 22 E i ayat (5) Peiru ibahan Ke itiga UiU iD 1945, 

tanggu ingjawab peinye ileinggaraan peimilihan u imu im beirada di su iatu i komisi 

peinyeileinggara peimilihan u imu im. 

 

17 Aditya Peirdana & dkk.  2019. Tata Keilola  Peimilu i Di Indoneisia. Jakarta: 
Komisi Peimilihan Uimuim Reipuiblik Indoneisia, halaman 36. 

18 DKPP RI. 2015. Peinyeileinggara Peimilu i Di Duinia. Jakarta: CV. Neit 

Commuinication, halaman 7-8.
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              Seikarang ole ih u indang-u indang dibagi meinjadi 2 organ ne igara, 

yaitu i KPU dan Bawaslu i. Keiduia leimbaga ini seikarang ditambah lagi deingan 

satu i institu isi baru i, yaitu i Deiwan Keihormatan Peinye ileinggara Peimilu i 

(DKPP) yang ju iga beirsifat inde ipeindein seibagai le imbaga ke itiga, kare ina 

haru is meineigakkan kode i eitik baik bagi aparat KPU i mau ipu in aparat Bawaslu i 

di se ilu iru ih Indone isia. DKPP hanya beiru iru isan deingan eitika peinyeileinggara 

peimilu i seibagai pribadi-pribadi yang haru is tu indu ik keipada ke iteintu ian kode i 

eitik peinyeileinggara peimilu i. Keitiga leimbaga ini di satu i seigi me iru ipakan satu i 

keisatu ian siste im keileimbagaan dalam fu ingsi pe inyeileinggaraan pe imilihan 

u imu im, te itapi di pihak lain leimbaga pe inyeileinggara pe imilu i hanya du ia, yaitu i 

KPU i dan Bawaslu i, se idangkan DKPP bu ikan peinyeileinggara peimilu i. Seimu ia 

fu ingsi-fu ingsi keileimbagaan yang teirkait deingan peinyeileinggaraan peimilu i ini 

di masa deipan su idah se iharuisnya diteimpatkan seicara teirseindiri se ibagai cabang 

keikuiasaan keieimpat u intuik meinjamin indeipeindeinsinya dari keimu ingkinan 

inteirveinsi oleih cabang-cabang keiku iasaan lain yang te irkait e irat 

keidu idu ikannya de ingan para pe iseirta pe imilihan u imu im.19 

Tu igas Badan Pe ingawas Pe imilu i dalam Pasal 73 ayat (3) U indang- 

U indang Nomor 15 Tahu in 2011 Teintang Peinyeileinggaraan Pe imilu i 

me ilipu iti:20 

1. Me ingawasi peirsiapan peinyeileinggaraan Peimilu i yang teirdiri atas: 
 

19 Ibid., halaman 8-9. 
20 Beirdasarkan Pasal 73 Ayat 3 Uindang-Uindang Nomor 15 Tahuin 2011 

Teintang     Peinyeileinggaraan Peimilui. 
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a. Peireincanaan dan peineitapan jadwal tahapan Peimilu i. 

b. Peireincanaan peingadaan logistik oleih KPU i. 

c. Peilaksanaan pe ineitapan dae irah pe imilihan dan ju imlah ku irsi 

pada se itiap daeirah peimilihan uintuik peimilihan anggota De iwan 

Peirwakilan Rakyat Dae irah Provinsi dan anggota De iwan 

Peirwakilan Rakyat Daeirah Kabu ipatein/Kota oleih KPU i 

seisu iai de ingan keiteintu ian peiratu iran pe iru indang u indangan. 

d. Sosialisasi peinyeileinggaraan Peimilu i 

2. Me ingawasi pe ilaksanaan tahapan pe inyeileinggaraan Pe imilu i yang 

teirdiri atas: 

a. Peimu itakhiran data peimilih dan peineitapan daftar peimilih 

seimeintara seirta daftar peimilih te itap. 

b. Peineitapan peiseirta Pe imilu i. 

c. Prose is peincalonan sampai deingan peine itapan anggota 

Deiwan Pe irwakilan Rakyat, De iwan Pe irwakilan Dae irah, 

Deiwan Pe irwakilan Rakyat Dae irah, pasangan calon pre iside in 

dan wakil pre isidein, dan calon gu ibeirnu ir, bu ipati, dan 

walikota seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran pe iru indang 

u indangan. 

d. Peilaksanaan kampanye i. 

e. Peingadaan logistik Peimilu i dan peindistribu isiannya. 

f. Peilaksanaan peimu ingu itan suiara dan peinghituingan suiara hasil 

Peimilu i di TPS. 

g. Peirgeirakan su irat su iara, beirita acara peinghitu ingan su iara, 

dan seirtifikat hasil peinghitu ingan su iara dari tingkat TPS 

sampai kei PPK 

h. Peirgeirakan su irat tabu ilasi peinghitu ingan su iara dari tingkat 

TPS sampai kei KPU i Kabu ipatein/Kota. 

i. Proseis reikapituilasi hasil peinghituingan peirole ihan suiara di 

PPS, PPK, KPU i Kabu ipatein/Kota, KPU i Provinsi, dan KPU i. 

j. Peilaksanaan peinghitu ingan dan peimu ingu itan su iara u ilang, 

Peimilu i lanju itan, dan Peimilu i su isu ilan. 

k. Peilaksanaan pu itu isan peingadilan teirkait deingan Peimilu i. 

l. Peilaksanaan pu itu isan DKPP dan Prose is peine itapan hasil 

Peimilu i. 

Beirtitik tolak dari meikanisme i peinanganan pe ilanggaran 

administrasi, leimbaga Bawaslu i teilah me ilaku ikan fu ingsi ju idisial. Fu ingsi ini 

me iru ipakan fu ingsi yang dilaku ikan oleih leimbaga non ju idisial akan teitapi 

me injalankan fu ingsi me ime iriksa, me ingadili dan me imu itu is seibu iah pe irkara 

deingan meilalu ii proseis peirsidangan. Teirdapat einam macam keiku iasaan yang 
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me ineintu ikan apakah su iatu i leimbaga ne igara dapat dikatakan me iru ipakan 

leimbaga seimi ju idicial atau i bu ikan. Keieinam macam keiku iasaan itu i adalah: 

1) Keiku iasaan u intu ik meimbe irikan pe inilaian dan pe irtimbangan. (The i 

poweir to eixeircise i ju idgeimeint and discre ition); 

2) Keikuiasaan uintuik meindeingar dan meineintuikan ataui me imastikan fakta-

fakta dan u intu ik meimbu iat pu itu isan. (Thei powe ir to he iar and 

deiteirmine i or to asceirtain facts and de icidei); 

3) Keiku iasaan u intu ik me imbu iat amar pu itu isan dan pe irtimbangan-

peirtimbangan yang me ingikat se isu iatu i su ibjeik hu iku im de ingan amar 

pu itu isan dan de ingan peirtimbangan-peirtimbangan yang dibu iatnya. 

(Thei poweir to make i binding ordeirs and ju idgeime ints); 

4) Keiku iasaan uintu ik meimpe ingaru ihi hak orang atau i hak milik orang peir 

orang. (The i powe ir to affeict thei peirsonal or propeirty rights of private i 

peirsons); 

5) Keiku iasaan u intu ik meingu iji saksi-saksi, u intu ik me imaksa saksi u intu ik 

hadir, dan uintuik me indeingar keiteirangan para pihak dalam 

peirsidangan. (Thei poweir to eixaminei witneisseis, to compeil thei 

atteindance i of witneisseis, and to heiar thei litigation of issu ieis on a 

heiaring); dan 

6) Keiku iasaan u intu ik meineigakkan keipu itu isan atau i meinjatu ihkan sanksi 

hu iku iman. (The i poweir to einforce i deicisions or impose i peinaltie is). 

Beiranjak dari peimikiran bahwa Bawaslu i me ilaksanakan fu ingsi 

ju idicial, maka pu itu isan Bawaslu i seiharu isnya dapat pe ingu ijian me ilalu ii u ipaya 
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banding, dan pu itu isan banding beirsifat final dan me ingikat (final and 

binding).21 

We iweinang bawaslu i dalam pe imilu i anggota De iwan Pe irwakilan 

Rakyat, Deiwan Peirwakilan Daeirah, dan De iwan Pe irwakilan Rakyat Daeirah 

Dalam Pasal 73 ayat (4) U indang U indang Nomor 15 Tahu in 2011 Teintang 

Peinyeileinggaraan Peimilu i Me ilipu iti:22 

a) Me ineirima laporan du igaan pe ilanggaran te irhadap pe ilaksanaan 

keiteintu ian pe iratu iran peiru indang-u indangan meingeinai Peimilu i. 

b) Me ineirima laporan adanya du igaan pe ilanggaran administrasi 

Peimilu i dan meingkaji laporan dan te imu ian, se irta 

me ireikome indasikannya ke ipada yang beirweinang. 

c) Me inyeileisaikan se ingkeita Pe imilu i. 

d) Me imbe intu ik Bawaslu i Provinsi. 

e) Me ingangkat dan me imbe irheintikan anggota Bawaslu i Provinsi dan 

f) Me ilaksanakan weiweinang lain yang diatu ir dalam keiteintu ian 

peiratu iran peiru indang u indangan. 

Tu igas Bawaslu i me ilaku ikan rapat kajian te intang ada tidaknya 

peilanggaran administrasi dari su iatu i laporan peingadu ian Pe irtama, Pasal 89 

U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 te intang Pe imilu i meinu inju ikkan 

bahwasanya Panwaslu i Kabu ipatein/Kota teilah beiru ibah me injadi Bawaslu i 

Kabu ipatein/Kota dimana hal ini me injadikan Bawaslu i di tingkat 

kabuipatein/kota suidah beirsifat teitap keiduiduikannya buikan beirsifat seimeintara 

seipeirti dalam U iU i seibeilu imnya. 

 

 
 

21 Bawaslui RI. 2020. Seirial Eivalu iasi Peinyeileinggaraan Peimilu i Seireintak 2019 
Peirihal Peineigakan Huikuim Peimilu i. Jakarta: Bawaslu i Preiss, halaman 42-43. 

22 Beirdasarkan Pasal 73 ayat (4) Uindang Uindang Nomor 15 Tahuin 2011 

Teintang Peinyeileinggaraan Peimilui 
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Beiriku it su isu inan Bawaslu i teirdiri atas:23 

1. Bawaslu i; 

2. Bawaslu i Provinsi; 

3. Bawaslu i Kabu ipate in/Kota; 

4. Panwaslu i Ke icamatan; 

5. Panwaslu i Ke ilu irahan/De isa; 

6. Panwaslu i LN; dan 

7. Peingawas TPS. 

Keidu ia, Tu igas Bawaslu i dalam Pasal 93 U iU i Nomor 7 Tahu in 2017 

ju iga beirtu igas meingawasi ne itralitas Aparatu ir Sipil Ne igara (ASN), ne itralitas 

anggota Te intara Nasional Indone isia (TNI) dan ne itralitas anggota 

Keipolisian Re ipu iblik Indone isia (Polri), me ingawasi peilaksanaan pu itu isan 

Deiwan Keihormatan Pe inyeileinggara Peimilu i (DKPP), pe ingadilan, ke ipu itu isan 

Komisi Pe imilihan U imu im (KPU i), dan keipu itu isan peijabat yang beirweinang 

atas peilanggaran neitralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, 

me ingawasi pe ilaksanaan pu itu isan/ke ipu itu isan baik DKPP, KPU i dan Bawaslu i 

seindiri, seirta meinyampaikan du igaan peilanggaran kodei eitik peinye ileinggara 

peimilu i keipada DKPP.24 Beiriku it tu igas Bawaslu i:25 

1. Me inyu isu in standar tata laksana peingawasan Peinyeileinggaraan 

Peimilu i u intu ik peingawas Peimilu i di seitiap tingkatan; 

2. Meilakuikan peinceigahan dan peinindakan teirhadap: 

a. Peilanggaran Peimilui; dan 

b. Seingkeita proseis Peimilui; 

3. Meingawasi peirsiapan Peinyeileinggaraan Peimilu i, yang teirdiri atas: 

a) Peireincanaan dan peineitapan jadwal tahapan Pe imilu i; 

b) Peireincanaan peingadaan logistik oleih KPU i; 

c) Sosialisasi Pe inyeileinggaraan Peimilu i; dan 

 

23 Beirdasarkan Pasal 89 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan 

Uimuim. 
24 Beirdasarkan Pasal 93 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan 

Uimuim. 
25 Beirdasarkan Pasal 89 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan 

Uimuim. 
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d) Peilaksanaan peirsiapan tanya dalam Peinyeileinggaraan 

Peimilu i seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran peiru indang 

u indangan; 

4. Me ingawasi peilaksanaan tahapan Pe inyeileinggaraan Peimilu i, 

yang teirdiri atas: 

a) Peimu itakhiran data peimilih dan peineitapan daftar peimilih 

seimeintara seirta daftar peimilih te itap; 

b) Peinataan dan peineitapan daeirah peimilihan DPRD 
kabuipatein/kota; 

c) Peineitapan Peiseirta Peimilu i; 

d) Peincalonan sampai deingan peineitapan Pasangan Calon, 

calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota 

DPRD seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran peiru indang-

u indangan; 

e) Peilaksanaan dan dana kampanye i; 

f) Peingadaan logistik Peimilu i dan peindistribu isiannya; 

g) Peilaksanaan peimu ingu itan suiara dan peinghituingan suiara hasil 

Peimilu i di TPS; 

h) Peirgeirakan su irat su iara, beirita acara peinghitu ingan su iara, 

dan seirtifikat hasil peinghituingan suiara dari tingkat TPS 

sampai kei PPK; 

i) Reikapitu ilasi hasil peinghitu ingan peirole ihan su iara di PPK, 

KPU i Kabu ipate in/Kota, KPU i Provinsi, dan KPU i; 

j) Peilaksanaan peinghitu ingan dan peimu ingu itan su iara u ilang, 

Peimilu i lanju itan, dan Peimilu i su isu ilan; dan 

k) Peineitapan hasil Peimilu i; 

5. Me inceigah teirjadinya praktik politik u iang; 

6. Me ingawasi ne itralitas aparatu ir sipil ne igara, ne itralitas anggota 

Teintara Nasional Indone isia, dan neitralitas anggota Keipolisian 

Reipu iblik Indone isia; 

7. Meingawasi peilaksanaan puituisan/keipuitu isan, yang teirdiri atas: 

a) pu itu isan DKPP; 

b) pu itu isan peingadilan meingeinai peilanggaran dan seingkeita 

Peimilu i; 

c) pu itu isan/pu itu isan Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, dan Bawaslu i 

Kabu ipate in/ Kota; 

d) keipu itu isan KPU i, KPU i Provinsi, dan KPU i Kabu ipatein/Kota; 

dan 

e) keipu itu isan peijabat yang beirweinang atas pe ilanggaran 

neitralitas aparatu ir sipil neigara, neitralitas anggota Teintara 

Nasional Indoneisia, dan neitralitas anggota Ke ipolisian 

Reipu iblik Indoneisia; 

8. Me inyampaikan du igaan pe ilanggaran kode i eitik Pe inyeileinggara 

Peimilu i keipada DKPP; 

9. Meinyampaikan duigaan tindak pidana Peimilu i 

10. Me ingeilola, meime ilihara, dan meirawat arsip seirta meilaksanakan 
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peinyu isu itannya beirdasarkan jadwal reiteinsi arsip seisu iai deingan 

keiteintu ian pe iratu iran peiru indang u indangan; 

11. Me ingeivalu iasi peingawasan Peimilu i; 

12. Me ingawasi pe ilaksanaan Pe iratu iran KPU i; dan m. me ilaksanakan 

tu igas lain seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran peiru indang-

u indangan. 

Keitiga, Pasal 95 me inu inju ikkan Bawaslu i juga me imu itu is peilanggaran 

administrasi, peilanggaran politik u iang dan peinyeileisaian se ingkeita peimilu i, 

me imbe iri re ikome indasi ke ipada instansi me ingeinai hasil pe ingawasan 

teirhadap ne itralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri. Beiriku it 

keiweinangan Bawaslu i:26 

a. Me ineirima dan me inindak lanju iti laporan yang be irkaitan de ingan 

du igaan adanya peilanggaran teirhadap peilaksanaan peiratu iran 

peiru indang u indangan yang me ingatu ir meingeinai peimilu i; 

b. Me ime iriksa, me ingkaji, dan meimu itu is peilanggaran, administrasi 
peimilu i; 

c. Me ime iriksa, me ingkaji, dan me imu itu is peilanggaran politik u iang; 

d. Me ireikome indasikan ke ipada instansi yang be irsangku itan 

me ingeinai hasil peingawasan te irhadap ne itralitas aparatu ir sipil 

neigara, ne itralitas anggota teintara nasional indone isia, dan 

neitralitas anggota ke ipolisian re ipu iblik indone isia; 

e. Me ingambil alih se ime intara tu igas, we iweinang, dan ke iwajiban 

bawaslu i provinsi dan bawaslu i kabu ipatein/kota se icara be irjeinjang 

jika bawaslu i provinsi dan bawaslu i kabu ipatein/ kota be irhalangan 

seimeintara akibat dikeinai sanksi atau i akibat lainnya se isu iai 

deingan ke iteintu ian pe iratu iran peiru indang-u indangan ; 

f. Me ingore iksi pu itu isan dan re ikome indasi bawaslu i provinsi dan 

bawaslu i kabu ipatein/ kota apabila teirdapat hal yang be irteintangan 

deingan keiteintuian peiratu iran pe iru indang u indangan; 

g. Meimbeintuik bawaslu i provinsi, bawaslui kabuipatein/kota dan 

panwaslui ln; 

h. Meingangkat, meimbina, dan me imbeirheintikan anggota bawaslu i 

provinsi, anggota bawaslu i kabu ipatein/kota, dan anggota 

panwaslu i ln; dan 

i. Me ilaksanakan we iweinang lain seisu iai de ingan keiteintu ian 

peiratu iran peiru indang-u indangan. 
 

 

26 Beirdasarkan Pasal 95 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan 

Uimuim. 
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B. Macam-macam Sengketa Pemilu 

 
Seingkeita beirhu ibuingan deingan hak u intu ik me impe irtanyakan atau i 

meingguigat hasil peimilu i, khu isu isnya bagi pihak-pihak yang meirasa 

diru igikan. Hal ju iga dibahas di dalam standar inte irnasional pe imilu i, yang 

teirceirmin dari kalimat: “The i peitition proce iss shou ild se it ou it the i scope i of 

available i reivieiw, proce idu ireis for its initiation and the i poweir of the i 

indeipeindeint ju idicial body charge id with su ich reivieiw”. Me ingeinai hal 

teirse ibuit, Phil Gre iein dan Louiise i Olivie ir dari Ace i Proje ict me inyatakan bahwa: 

A meichanism for challe inging re isu ilts is de isirable i at eiveiry stage i of 

thei vote i cou inting proce iss. This heilps to einsu irei that thei eileiction 

proce iss is transpare int, that eileiction au ithoritie is arei accou intable i, 

and that thei eileiction ouitcomei is acceiptable i to all partie is. Aggrieiveid 

partieis and candidate is muist bei ablei to challeingei reisuilts baseid on 

factuial information and are i eintitleid to an inde ipe indeint and fair 

heiaring on the i meirits of the iir case i. E iffeictive i meichanisms for 

challe inging re isu ilts add to the i creidibility of an e ileiction ou itcome i. If 

a party to an e ileiction is not satisfie id that an e ileiction has be iein 

propeirly condu icteid, the i ability to e iffeictive ily challe ingei thei eileiction 

reisu ilt will e insu irei that any ge inu iinei eirrors are i corre icteid, and that 

any frau idu ileint activitie is arei ideintifieid and de ialt with. Conveirseily, if 

conceirns arei baseileiss, thei proce iss of challe inging an e ileiction 

ou itcome i shou ild provide i thei pu iblic with this information. This will 

einhancei thei cre idibility of thei ou itcomei.Le ibih jau ih Gre iein dan Olive ir 

ju iga me ineigaskan bahwa: “If an e ileiction cannot be i challe ingeid to the i 

satisfaction of all partie is, the in it is possible i that the i eileiction 

ou itcome i will not be i acce ipteid, le iading to civil or political te insion 

and viole incei.27 

 
Seipeirti disinggu ing di atas, peinting meimbahas latar beilakang 

gu igatan atau i peirmohonan tersebut. 

 

 
 

27 Ramlan Suirbakti & dkk. 2011. Peinanganan Seingkeita Peimilu i. Jakarta: 

Keimitraan bagi Peimbaruian Tata Peimeirintahan, halaman 17 
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Seitiap gu igatan haru is be irdasarkan su iatu i argu ime in. Phil Gre ie in dan 

Lou iisei Olivie ir meingu isu ilkan beibeirapa aspeik peimilu i yang dapat 

dipeirtanyakan atau i meinjadi dasar gu igatan, te irmasu ik di antaranya: 

keitidakaku iratan daftar pe imilih, intimidasi te irhadap peimilih, ke icu irangan 

atau i dihalangi dari peimu inguitan suiara, soal neitralitas dan partisan-tidaknya 

peilaksana atau i peitu igas pe imilu i, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau i 

partai politik, peime inu ihan peirsyaratan kandidat u intu ik dipilih, peinipu ian 

su iara, atau i keisalahan atau i keitidakbe ireisan dalam proseis peirhitu ingan su iara. 

Di Inggris, pe itisi dapat diaju ikan u intu ik me inggu igat: (a) kandidat 

yang me inang namu in tidak be irhasil me injadi anggota the i Common, (b) 

koru ipsi atau i praktik ileigal yang dilaku ikan seilama kampanye i, dan (c) 

keitidakbe ireisan administrasi seilama peimilu i. Jika su iatu i gu igatan keimu idian 

beirhasil, peimilu i dinyatakan batal atau i kandidat lainnya dinyatakan 

me inang. Satu i kasu is se ipeirti ini teirjadi ke itika praktik ile igal digu inakan 

seibagai dasar gu igatan dalam kasu is Re i Beidweillty Constitu ieincy 

Parliame intary E ileiction, eix parte i Finc. 

Dasar gu igatan pe imilu i (Grou ind of E ileiction Pe itition), di be ibeirapa 

neigara, antara lain: a) Me ilakuikan tindak pidana peimilu i (khuisu isnya yang bisa 

meimeingaru ihi hasil pe imilu i); b) Teirjadi peilanggaran teirhadap keiteintu ian 

dalam peiratu iran peiru indang-u indangan peimilu i (yang me ime ingaru ihi hasil 

peimilu i); c) Keisalahan dalam peinghituingan; d) Calon tidak me ime inu ihi 

peirsyaratan (ineiligibility); ei) Calon me inu inju ik tim kampanye i yang teilah 

dijatu ihi hu iku iman kare ina corru ipt practice is. 
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Seidangkan mate iri peirmohonan dalam pe irseilisihan hasil pe imilu i 

(PHPU i) di Indone isia adalah pe ineitapan pe irole ihan su iara hasil Pe imilu i yang 

teilah diu imu imkan seicara nasional oleih KPU i yang me ime ingaru ihi: 

1) Teirpe inu ihinya ambang batas peirole ihan su iara 2,5% (du ia koma lima 

peirseiratu is) seibagaimana dimaksu id dalam Pasal 202 ayat (1) 

U indang- U indang Nomor 10 Tahu in 2008 me ingeinai Peimilu i Anggota 

DPR, DPD, dan     DPRD. 

2) Peirole ihan ku irsi partai politik peiseirta peimilu i dan ku irsi calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu ipate in/Kota dari 

partai politik di su iatu i daeirah peimilihan. 

3) Teirpilihnya calon anggota DPD. (Pasal 5 PMK No. 14/2008). 

 
Seidangkan mate iri peirmohonan pada Peimilu i Preiside in dan Wakil 

Preisidein        adalah: 

(a) Peineintu ian Pasangan Calon yang masu ik pada pu itaran keidu ia Peimilu i 

Preisidein dan Wakil Preisidein 

(b) Teirpilihnya pasangan calon Preisidein dan Wakil Pre isidein. 

 
Beirkaitan deingan obye ik peirseilisihan, yang dapat digu igat adalah 

Keipuitu isan KPU i teintang peineitapan hasil reikapitu ilasi peinghitu ingan su iara 

peimilu i tingkat nasional. Keipu itu isan KPU i teirseibu it ju iga tidak seimbarang 

dapat digu igat. Peirmohonan hanya dapat diaju ikan teirhadap peineitapan hasil 

peimilui yang dilaku ikan seicara nasional oleih KPU i yang meime ingaru ihi 

teirpilihnya calon anggota Deiwan Pe irwakilan Daeirah (DPD) atau i 

peirole ihan ku irsi partai politik peiseirta peimilu i di su iatu i dae irah pe imilihan.28 
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U iU i Peimilu i me ingatu ir peirmasalahan hu iku im peimilu i me injadi 

beibeirapa bagian, meilipu iti: 

(1) Peilanggaran kodei eitik peinyeileinggara peimilu i, diatu ir dalam Pasal 456-

459. 

 

(2) Peilanggaran administratif peimilu i, diatu ir dalam Pasal 460-465. 

 
(3) Seingkeita prose is peimilu i, diatu ir dalam Pasal 466-469. 

 
(4) Seingkeita Tata U isaha Neigara Peimilu i, diatu ir dalam Pasal 470-472. 

 
(5) Peirse ilisihan hasil peimilu i, diatu ir dalam Pasal 473-475. 

 
(6) Tindak pidana peimilu i, diatu ir dalam Pasal 476-487.29 

 
Peilanggaran pe imilu i dan se ingkeita pe imilu i diatu ir U iU i Pe imilu i dalam 

Bu iku i Keieimpat teintang Pe ilanggaran Pe imilu i. Se idangkan tindak pidana 

peimilu i khu isu is diatu ir dalam Bu iku i Keilima  U iU i Peimilu i. 

(a) Peilanggaran Peimilu 
 

Teimu ian pe ilanggaran pe imilu i me iru ipakan hasil pe ingawasan aktif 

Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, Bawaslu i Kabu ipatein/Kota, Panwaslu i 

Keicamatan, Panwaslu i Ke ilu irahan/De isa, Panwaslu i LN, dan 

Peingawas TPS pada se itiap tahapan pe inyeileinggaraan pe imilu i. 

Laporan pe ilanggaran pe imilu i me iru ipakan laporan langsu ing dari 

(Pasal 454 ayat (1), (2), (3) U iU i Peimilu i): 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 Ibid., halaman 7-8. 
29 Aditya Peirdana, Op. Cit., halaman 299-300.
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1. Warga Ne igara Indone isia yang me impu inyai hak pilih, 2. Pe iseirta 

Peimilu i, dan 3. Peimantau i Peimilu i keipada Bawaslu i, Bawaslu i 

Provinsi, Bawaslu i Kabu ipate in/Kota, Panwaslu i Keicamatan, 

Panwaslu i Keilu irahan/De isa, Panwaslu i LN, dan/atau i Peingawas TPS 

pada seitiap tahapan peinyeileinggaraan pe imilu i. Te imu ian dan laporan 

peilanggaran pe imilu i yang meiru ipakan peilanggaran Kodei E itik KPU i, 

KPU i Provinsi, KPU i Kabu ipatein/Kota, Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, 

dan Bawaslu i Kabu ipatein/Kota, dite iru iskan oleih Bawaslu i, Bawaslu i 

Provinsi, dan/atau i Bawaslu i Kabu ipate in/Kota ke ipada DKPP (Pasal 

455 ayat (1) hu iru if a U iU i Peimilu i).30 

(b) Peilanggaran Kode i E itik Peinyeileinggara Pe imilu i 

 
Peilanggaran Kodei Eitik peinyeileinggara Pe imilu i adalah peilanggaran 

teirhadap eitika peinyeileinggara peimilu i yang beirdasarkan su impah 

dan/atau i janjI seibeilu im me injalankan tu igas se ibagai pe inyeileinggara 

Peimilu i. Pe ilanggaran kodei eitik Peinyeileinggara Pe imilu i diseileisaikan 

oleih DKPP. Be ibeirapa beintu ik peilanggaran yang te irkateigori se ibagai 

peilanggaran kodei eitik peinyeileinggara peimilu i, misalnya: 

1. Anggota KPU i dan/atau i Bawaslu i atau i jajaran di bawahnya 

deingan seingaja be irafiliasi atau i me inu inju ikkan ke ibeirpihakannya 

keipada Parpol atau i Calon te irteintu i. Atas kondisi ini, 

peinyeileinggara pe imilu i dianggap teilah beirtindak tidak 

inde ipeindein. 

 

30 Ibid., halaman 300. 
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2. Anggota KPU i dan/atau i Bawaslu i atau i jajaran di bawahnya yang 

meinghadiri dan me indu ikuing kampanye i salah satui Parpol peiseirta 

peimilui atau i calon anggota lagislatif teirteintu i. 

3. Anggota KPU i dan/atau i Bawaslu i atau i jajaran di bawahnya yang 

tidak ceirmat, lalai, tidak profe isional, me ilanggar dalam prose is 

peindaftaran, veirifikasi dan peineitapan calon. Me ilanggar itikad 

peinyeileinggaraan peimilu i yang baik, meilanggar su impah jabatan, 

meilawan prinsip koleiktif kole igial.  

(c) Peilanggaran Administratif Peimilu i 

 
Peilanggaran administratif Pe imilu i adalah pe ilanggaran yang 

me ilipu iti tata cara, prose idu ir, dan meikanisme i yang beirkaitan deingan 

administrasi peilaksanaan pe imilu i dalam se itiap tahapan 

peinyeileinggaraan Pe imilu i. Be irapa contoh pe ilanggaran administratif 

Peimilu i, misalnya Pe iseirta Peimilu i yang me ilaku ikan kampanye i di lu iar 

jadwal kampanye i yang teilah diteitapkan oleih KPU i, atau ipu in Peiseirta 

Peimilu i me ilaku ikan kampanye i di lu iar areia yang teilah dite intu ikan ole ih 

KPU i.31 

(d) Seingkeita Proseis Peimilui 

 
Seingkeita Prose is Pe imilu i me ilipu iti seingkeita yang teirjadi antarpe iseirta 

peimilu i dan seingkeita peiseirta peimilu i deingan peinyeileinggara Peimilu i 

seibagai akibat 

 
31 Ibid., halaman 300-301. 
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dikeilu iarkannya ke ipu itu isan KPU i, ke ipu itu isan KPU i Provinsi, dan 

keipu itu isan KPU i Kabu ipatein/Kota (Pasal 466 UiUi Peimilu i). Adapuin 

beibeirapa kasuis yang mu incu il soal se ingkeita pe imilu i ini misalnya 

teirkait ke ibeiratan yang diaju ikan oleih Parpol ke ipada Bawaslu i atas 

hasil Ke ipu itu isan KPU i meingeinai hasil veirifikasi Parpol pe iseirta 

peimilu i. Se ibagai contoh se ingkeita yang diaju ikan Partai Garu ida 

keipada Bawaslu i pada pe inyeileinggaraan Pe imilu i 2019 yang lalui. 

Seilain itui, beibeirapa kasuis yang akan muincu il misalnya keibeiratan yang 

diaju ikan oleih bakal calon anggota leigislatif atas keipu itu isan KPU i 

me ingeinai hasil pe imeiriksaan administrasi Calon Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD. Beirdasarkan U iU i Peimilu i seingke ita proseis peimilu i 

teirbagi antara: 

1. Seingkeita yang diseileisaikan final di Bawaslu i (Pasal 468-469), 

dan 

 
2. Seingkeita yang final di Peingadilan Tata U isaha Neigara (Pasal 470-

472). 

 
Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, Bawaslu i Kabu ipatein/Kota 

me ilaku ikan peinyeileisaian seingkeita prose is Peimilu i me ilalu ii 

tahapan (Pasal 468 ayat 

(4) U iU i Pe imilu i): 

 
a. meineirima dan meingkaji peirmohonan peinye ileisaian seingkeita 

proseis Peimilu i; dan 

b. me impe irte imu ikan pihak yang beirseingkeita u intu ik meincapai 

keiseipakatan me ilalu ii me idiasi atau i mu isyawarah. 
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Dalam hal tidak te ircapai ke iseipakatan antara pihak yang 

beirseingke ita. Pasal 469 U iU i Peimilu i seilanju itnya me ingatu ir: 

(1) Pu itu isan Bawaslu i meinge inai pe inyeileisaian se ingkeita prose is 

Peimilu i me iru ipakan pu itu isan yang be irsifat final dan 

me ingikat, keicu iali pu itu isan teirhadap seingkeita prose is 

Peimilu i yang beirkaitan deingan: 

a. veirifikasi Parpol Peiseirta Pe imilu i; b. peineitapan daftar 

calon teitap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabu ipatein/kota; dan c. peineitapan Pasangan Calon 

(2) Dalam hal peinyeileisaian seingkeita prose is Peimilu i 

seibagaimana dimaksu id pada ayat (1) hu iru if a, hu iru if b, dan 

hu iru if c yang dilaku ikan oleih Bawaslu i tidak diteirima ole ih 

para pihak, para pihak dapat me ingaju ikan u ipaya hu iku im 

keipada pe ingadilan tata u isaha neigara. 

(3) Keiteintu ian le ibih lanju it meingeinai tata cara pe inyeileisaian 

seingke ita prose is Pe imilu i diatu ir dalam Pe iratu iran Bawaslu i.32 

 
C. Kekuatan Hukum Putusan Bawaslu 

 

Me inu iru it U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 Te intang Pe imilihan 

U imu im, Bawaslu i me inyu isu in standar tata laksana keirja peingawasan tahapan 

peinyeileinggaraan Pe imilu i seibagai pe idoman ke irja bagi peingawas Pe imilu i di 

seitiap tingkatan, dan be irtu igas me ingawasi Pe inyeileinggara Peimilu i dalam 

rangka peinceigahan dan peinindakan peilanggaran u intu ik teirwu iju idnya Peimilu i 

yang deimokratis seibagaimana amanat UiUiD 1945 yaitu i teirwu ijuidnya Peimilu i 

yang Langsu ing, U imu im, Beibas, Rahasia, Ju iju ir dan Adil.33 

 

 

 

 
32 Ibid., halaman 302-303. 
33 Komisi Peimilihan Uimuim. 2022. Peilanggaran Administratif Peimilui dan Seingkeita 

Proseis Peimilu i Seibuiah Catatan. Jakarta: KPUi Preiss, halaman 24-25. 
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Sedangkan yang dimaksu id deingan pe ilanggaran administratif adalah 

peirbu iatan atau i tindakan yang meilanggar tata cara, prose idu ir, atau i 

me ikanisme i yang beirkaitan deingan administratif pe ilaksanaan Pe imilu i, 

dan/atau i Pasangan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabu ipatein/kota, me injanjikan dan/atau i me imbe irikan u iang atau i mate iri 

lainnya u intu ik me impeingaru ihi peinyeileinggara Pe imilu i dan/atau i peimilih yang 

teirjadi se icara te irstru iktu ir, siste imatis, dan masif (Pe iratu iran Bawaslu i Nomor 

8 Tahu in 2018 Te intang Pe inyeileisaian Pe ilanggaran Administratif Pe imilihan 

U imu im 2018, 5). Dalam konte iks peinanganan peilanggaran Pe imilu i, u ipaya 

hu iku im dijadikan seibagai salah satu i u isaha dan u ipaya bagi te irlapor u intu ik 

me ingu iji pe ineirapan hu iku im pu itu isan Bawaslu i baik pada tingkatan provinsi 

mau ipu in kabu ipatein/kota.34 

Peinyeileisaian peilanggaran administratif Peimilu i meinjadi 

keiweinangan bawaslu i beiseirta pe irangkatnya, se ibagaimana yang diatu ir 

dalam Pasal 4 Pe iratu iran Bawaslu i Nomor 8 Tahu in 2018 te intang 

peinyeileisaian Pe ilanggaran Administratif Peimilu i me inyatakan bahwa:35 

1) Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, Bawaslu i Kabu ipatein/Kota, dan 

Panwaslu i LN me ineirima, meime iriksa, meingkaji, dan me imu itu is 

du igaan Peilanggaran Administratif Pe imilu i seisu iai deingan 

teimpat te irjadinya peilanggaran. 

 

 

 

 

 
 

34 Uisman & dkk. 2022. Keikuiatan Eikseikuitorial Puituisan Badan Peingawas Peimilu i 

Dalam Peinyeileisaian Peilanggaran Administrasi Peimilu i. Juirnal Meingkaji Indoneisia, Vol. 
1, No. 2, halaman 88. 

35 Ibid., halaman 88-89. 
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2) Panwaslu i Keicamatan me ineirima, me ime iriksa, me ingkaji, dan 

me imbu iat reikome indasi atas hasil kajiannya me ingeinai du igaan 

Peilanggaran Administratif Peimilu i keipada Pe ingawas Pe imilu i 

seicara beirje injang. 

3) Panwaslu i Keilu irahan/De isa meineirima dan meinyampaikan 

du igaan Peilanggaran Administratif Peimilu i ke ipada Panwaslu i 

Keicamatan. 

4) Peingawas TPS meinyampaikan keibeiratan teirhadap duigaan 

peilanggaran, keisalahan dan/atau i peinyimpangan administrasi 

peimu ingu itan dan peinghitu ingan su iara. 

5) Peime iriksaan oleih Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, Bawaslu i 

Kabu ipatein/Kota seibagaimana dimaksu id pada Ayat (1) 

dilaku ikan seicara teirbu ika. 

6) Bawaslu i be irwe inang me ineirima, me ime iriksa, me ingkaji, dan 

me imu itu is laporan du igaan Peilanggaran Administratif Pe imilu i 

TSM teirhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD seirta 

Pasangan Calon. 

7) Dalam me ilaksanakan ke iwe inangan se ibagaimana dimaksu id 

pada Ayat (6), Bawaslu i dapat me imbe intu ik maje ilis peime iriksa di 

Bawaslu i Provinsi u intu ik meineirima dan me ime iriksa laporan 

du igaan Peilanggaran Administratif Peimilu i Teirstru iktu ir, 

Siste imatis, dan Masif (TSM). 

Objeik Peilanggaran Administratif Pe imilu i beiru ipa pe irbu iatan atau i 

tindakan yang me ilanggar tata cara, prose idu ir, atau i me ikanisme i yang 

beirkaitan deingan administrasi pe ilaksanaan Pe imilu i dalam se itiap tahapan 

Peinyeileinggaraan Pe imilu i, dan obje ik Peilanggaran Administratif Pe imilu i 

Teirstru iktu ir,Sisteimatis dan Masif (TSM) teirdiri atas: 

a. Peirbu iatan atau i tindakan yang me ilanggar tata cara, prose idu ir, atau i 

me ikanisme i yang beirkaitan deingan administrasi peilaksanaan 

Peimilu i dalam seitiap tahapan Peinyeileinggaraan Peimilu i yang 

teirjadi seicara teirstru iktu ir, siste imatis, dan masif; dan/atau i 

b. Peirbu iatan atau i tindakan me injanjikan dan/atau i me imbe irikan u iang 

atau i mateiri lainnya u intu ik me impe ingaru ihi peinyeileinggara Pe imilu i 

dan/atau i Peimilih yang teirjadi seicara Teirstru iktuir, Sisteimatis, dan 

Masif (TSM).36 

 

 

 
 

36 Ibid. Halaman 89-90. 
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Seitiap pe ilanggaran dalam pe ilaksanaan Pilkada se ire intak me iru ipakan 

noda hitam yang akan me iru isak nilai dasar jika tak te irtangani de ingan baik. 

Peirbu iatan meinjanjikan atau i me imbe irikan u iang atau i mate iri lainnya 

misalnya te irgolong pada peirbu iatan yang sangat jahat (me iskipu in dalam 

U iU i Pilkada tidak meinyeibu itkan de imikian). Me ingapa pe irbu iatan itu i 

teirgolong pada ru impu in sangat jahat dalam peinyeileinggaraan Pilkada kare ina 

mampu i me iru isak nilai dasar (ke imu irnian su iara) peimilih u intu ik me ineintu ikan 

pilihannya dalam bilik su iara. Ole ih kare ina peirbu iatan teirseibu it teirgolong 

pada keijahatan maka di dalam U iU i Pilkada proseis peinanganannya pu in 

dikonstru iksikan kei dalam du ia skeima yakni pidana dan administrasi TSM. 

Dalam kacamata hu iku im pidana haru is ada re iasoning te irhadap pe irbu iatan 

seibagai be intu ik Weittwlijks dilaku ikan me ime inu ihi u insu ir Te irstru iktu ir 

Siste imatis dan Masif. Su iatu i peirbu iatan yang dianggap te ilah me ilanggar 

hu iku im dan dapat dike inakan sanksi pidana haruislah meime inu ihi duia u insuir, 

yaitui uinsuir actuis reiu is (physical eileimeint) dan u insu ir meins reia (meintal 

eileime int).37 

Actu is reiu is me iru ipakan u insu ir su iatu i deilik, se idangkan me ins re ia 

me iru ipakan peirtanggu ingjawaban pe imbu iat. U insu ir actu is re iu is adalah e iseinsi 

dari ke ijahatan itu i seindiri ataui peirbuiatan yang dilaku ikan, seidangkan u insuir 

meins reia adalah sikap batin peilaku i pada saat me ilaku ikan. 

 

 
 

37 Aminuiddin Kasim. 2021. Deikonstru iksi Peinanganan Peilanggaran 

Administrasi Yang Teirstru iktu ir, Sisteimatis Dan Masif Dalam Pilkada. Juirnal Mimbar 

UiGM, Vol. 33, No. 2, halaman 503. 
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Hal te irseibu it dikare inakan beilu im teirpeinu ihinya syarat u intu ik 

peinjatu ihan pidana. Ole ih kare ina itu i, haru is dilihat sikap batin (niat atau i 

maksu id tu iju ian) pe ilaku i pada saat me ilaku ikan pe irbu iatan yang beirteintangan 

atau i beirsifat meilawan huikuim teirseibuit. Asas actuis non facit reiu im nisi meins sit 

reia me inyatakan bahwa su iatu i peirbu iatan tak dapat me injadikan se iseiorang 

beirsalah bilamana maksu idnya tak be irsalah. Di be ibeirapa ne igara, pe irbu iatan 

dan sikap batin se iseiorang dipe irsatu ikan dan me injadi syarat adanya su iatu i 

peirbu iatan pidana. U insu ir actu is reiu is yaitu i peirbu iatan haru is didahu ilu ikan. 

Seiteilah dike itahu ii adanya peirbu iatan pidana seisu iai ru imu isan u indang-u indang 

seilanju itnya baru ilah dise ilidiki te intang sikap batin peilaku i atau i u insu ir meins 

reia. 

Pada peilanggaran Pilkada yang masu ik kate igori tindak pidana pu in 

deimikian, peirlu i adanya pe irbu iatan atau i deilik yang me ingawali se ibu iah 

peirbu iatan dilaku ikan. Dalam tu ilisan ini, dimaksu idkan seibeilu imnya ada 

tindakan me injanjikan atau i me imbeirikan u iang atau i mate iri lainnya. Tindakan 

me injanjikan atau i me imbe irikan u iang atau i mate iri lainnya dimaksu id seibagai 

beintu ik actu is re iu is, namu in u intu ik meimbu iktikan bahwa beinar tindakan actu is 

reiu is teirseibuit te irpe inu ihi, haru is dilihat lagi dari u insu ir meins reia yang 

me indahu ilu ii peirbu iatan. Maka teirhadap konseip peilanggaran Pilkada yang 

me ime inu ihi u insu ir me injanjikan atau i meimbeirikan u iang atau i mate iri lainnya 

teintu i tidak dapat dileipas dari adanya peimbu iktian u insu ir ke iseingajaan. Pola 

Teirstru iktu ir, Siste imatis, dan Masif, be irdasarkan te iori hu iku im pidana e irat 

kaitannya de ingan u insu ir keiheindak, ke ibeiradaan pe ilanggaran TSM pada 
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prinsipnya me iru ipakan peirbu iatan pidana yang oleih u indang-u indang Pilkada 

dikonseipsikan peinanganan peilanggarannya kei dalam duia me ikanismei yakni 

pidana dan administrasi TSM. Oleihnya itu i, u insu ir peirbu iatan yang 

didasarkan pada actu is reiu is dan meins reia meinjadi bagian yang tidak dapat 

dikeisampingkan dalam peime iriksaan peinanganan TSM ole ih Bawaslu i.38 

Konseip TSM bila dikaitkan de ingan me ins reia maka hal ini akan 

meimbeirikan seibuiah gambaran se ipeirti pada bagan. TSM dapat me imeinu ihi 

u insuir sikap batin jahat, yang mana seibu iah sikap batin be ilu im dapat 

ditafsirkan se ibagai seibu iah u insu ir keiseingajaan bila beiluim te irtu iang dalam 

beintuik peirbu iatan. Pu in deimikian, sikap batin jahat, bila te irbeisit dalam 

keiinginan dan ke imu idian dilaku ikan maka dapat be iru ibah beintuik se ibagai 

keiseingajaan, atauipuin ke iheindak. Pada konse ip TSM sikap batin jahat jeilas 

teirpeinu ihi me ilalu ii adanya Niat, yang te ireilaborasi me injadi se ibu iah peirbu iatan 

sadar akan keiheindak yang ditu iju i. Seibagaimana deifinisi TSM diu irai bahwa 

teirstru iktu ir adalah “Pe irbu iatan yang dilaku ikan ole ih aparat stru iktu iral, baik 

aparat Peime irintah atau i aparat Peime irintah Daeirah, peinyeileinggara peimilihan 

dan/atau i tim kampanye i seicara koleiktif”. Siste imatis adalah “Pe irbuiatan yang 

direincanakan seicara matang”. Masif adalah “Dampak pe ilanggaran yang 

teirjadi seicara lu ias pada tahapan peimilihan”.39 

 
 

 

 

 

 

 
 

38 Ibid., halaman 504. 
39 Ibid., halaman 505. 



 

D. Tahapan Pemilu 

 

Peimilihan u imu im meiru ipakan su iatu i sarana bagi masyarakat u intu ik 

iku it beilpartisipasi dalam me imbe irikan su iaranya gu ina meimilih wakil rakyat. 

Peimilihan u imu im ju iga dise ibu it deingan are ina'political marke it' yang beirarti 

bahwa pe imilu i me injadi te impat dan individu i/masyarakat u intu ik be irinte iraksi 

dan meilaku ikan kontrak sosial deingan para peiseirta peimilu i.40 

Lingku ip tahapan Pe imilu i yang me injadi foku is peindidikan pe imilih 

ju iga teirbatas, yaitu i peindaftaran/pe imu itahiran daftar pe imilih, faktor apa saja 

yang pe irlu i dipeirtimbangkan dalam me ineintu ikan sikap meimilih atau i tidak 

me imilih dan meimbeirikan su iara ke ipada siapa, dan pe imu ingu itan dan 

peinghitu ingan su iara di TPS. Pe ingeitahu ian yang ditransfe ir meingeinai 

peindaftaran pe imilih bu ikan apa saja yang me injadi syarat me injadi pe imilih, 

bagaimana, kapan dan di mana me indaftarkan diri seibagai peimilih teitapi 

teiru itama me ingapa me indaftarkan diri seibagai peimilihApabila be intu ik 

partisipasi masyarakat ini dapat dilaku ikan seicara lu ias dan eifeiktif, maka hal 

itu i iku it me ineintu ikan ku ialitas partisipasi peimilih dalam Pe imilu i.41 

Beirdasarkan hasil stu idi yang dilaku ikan ole ih Indone isia Corru iption 

Watch (ICW), Konstitu isi dan De imokrasi Inisiatif (Kode i Inisiatif), 

Peirku impu ilan u intu ik Peimilu i dan De imokrasi (Pe irlu ideim), dan Sindikasi 

Peimilu i dan De imokrasi (SPD) me ingkaji meingeinai kineirja pe inyeinleinggara 

peimilu i yakni KPU i dan Bawaslu i.  

 

40 Muihadam Labolo. 2015. Partai Politik Nan Sisteim Phmilihan Uimuim Di Innoneisia 
'Taari, Konseip Dan Isui Strate igis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Peirsada, halaman 50-51. 
41 Ramlan Suirbakti. 2013. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proseis Peinyeileinggaran 

Peimilihan Uimuim. Jakarta: Keimitraan bagi Peimbaruian Tata Peimeirintahan, halaman 6. 



 

 

Dari sisi keimandirian KPU i dan Bawaslu i, ada beibeirapa keiragu ian 

yang me injadi peirtanyaan seipeirti dalam peingambilan keipu itu isan dan 

peinyu isu inan peiratu iran teirhadap veirifikasi parpol sabagai peiseirta peimilu i 

dimana KPU i meilaku ikan peiru ibahan meikanisme i deingan me itodei sampling, 

seidangkan yang meine intu ian sampe il adalah parpol itu i seindiri. Dari sisi 

profeisionalisme i, me inu iru it para pakar su idah cu iku ip baik. Dilihat dari 

keimampu ian dalam me imbagi tu igas dan peiran, skala prioritas, meilaku ikan 

sosiali peinyeileinggaraan peimilu i, seirta meirapkan prinsip kole igial dalam 

me ingambil keipu itu isan. Kontribu isi dari peinyeileinggara pe imilu i lainnya 

seipeirti Polisi, Pe itu igas KPPS, Hansip dan lain-lain ju iga patu it di apre isiasi. 

Khuisuisnya peiranan pe ituigas KPPS (Keilompok Peinyeileinggara Pe imu inguitan 

Suiara). Dikeitahu ii, be irdasarkan data Ke ime inteirian Ke iseihatan me ilalu ii dinas 

keiseihatan tiap provinsi me incatat pe itu igas Ke ilompok Pe inye ileinggara 

Peimu ingu itan Su iara ( KPPS) yang sakit su idah meincapai 11.239 orang dan 

korban me ininggal 527 jiwa. Beiban yang dimiliki pe itu igas KPPS pada pe imilu i 

seireintak 2019 de ingan mode il 5 Kotak su iara dianggap sangat beirat. 

Me ireika me ingeilu ihkan tu igas te irseibu it sangat be irat kare ina haru is 

dilaku ikan dou iblei cheick, se ihingga be ibannya pu in me injadi dou iblei. Ditambah 

peinghitu ingan su iara haru is seileisai jam 10 malam dan me inyiapkan formu ilir C1 

u intuik dikuimpuilkan eisok harinya deingan peirsonil yang hanya 7 orang saja. 

Me ilihat feinome ina teirse ibu it, tidak bisa langsu ing seieinaknya me inambahkan 

anggota KPPS, kareina dalam PKPU i Nomor 3 tahu in 2019 me inyatakan 

anggota KPPS hanya be iranggotakan 7 orang saja. Langkah yang te ipat u intu ik 



 

me iminimalisir kasu is se ipeirti ini dalam ke iseireintakan peimilu i 2024 adalah 

deingan me ilaku ikan re igu ilasi te irhadap pe inambahan ku iantitas peirsoneil 

peinyeileinggara seihingga ada peimbagian waktui keirja dan muilai meilaku ikan 

peiru ibahan de ingan me imanfaatkan te iknologi informasi te irhadap 

peimu ingu itan su iara deingan me itodei E i-Voting, peinghitu ingan su iara de ingan 

me itodei E iCou inting dan reikapitu ilasi su iara deingan me itodei E i-Reicap.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Muishadiq Amir. 2020. Keiseireintakan Peimilu i 2024 yang Paling Ideial 

Beirdasarkan Puituisan Mahkamah Konstitu isi Reipuiblik Indoneisia, AL-ISHLAH: Ju irnal 

Ilmiah Huikuim, Vol. 23, No. 2, halaman 123-124. 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS 

PEMILU  DALAM PENYELESAIAN PEMILIHAN UMUM 

 
Me inu iru it Pasal 1 angka 7 U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 

Teintang Peimilihan U imu im yang meinyatakan bahwa Peinye ileinggara Pe imilu i 

adalah leimbaga yang me inyeileinggarakan Pe imilu i yang teirdiri atas Komisi 

Peimilihan U imu im, Badan Pe ingawas Pe imilu i, dan De iwan Ke ihormatan 

Peinyeileinggara Peimilu i seibagai satui keisatuian fuingsi Peinyeileinggaraan Pe imilu i 

u intuik meimilih anggota DPR, DPD, Pre isidein dan Wakil Pre iside in, dan u intu ik 

me imilih anggota DPRD se icara langsu ing oleih rakyat”.43 

1. Peingatu iran  Peimilu i  dalam  Peirspe iktif   U indang-U indang   1945 atau i 

peimilu i dalam U indang-U indang Dasar Neigara Re ipu iblik Indone isia 

tahu in 1945 diatu ir di dalam Pasal 22 E i Ayat 1 U indang-U indang Dasar 

Tahu in 1945 (U iU iD 1945) seicara tidak langsu ing me inje ilaskan bahwa 

dalam peimilihan u imu im yang diseileinggarakan di seitiap periodenya di 

wilayah NKRI wajib menerapkan enam asas.  

 

 

 

43Alif Anandika Puitra Dan Abduil Kahar Maranjaya. 2023. Peiran 

Bawaslui Dalam Peinyeileisaian Seingkeita Proseis Peimilu i. Juirnal Ganeic Swara, Vol. 17, 

No.1, halaman 326-327. 
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Asas langsu ing, u imu im, be ibas, rahasia, ju iju ir, dan adil dimana ke ieinam 

asas ini meiru ipakan spirit dari peilaksanaan pe imilui yang deimokratis 

dikareinakan peimilu i yang deimokratis akan me ilahirkan peimimpin 

peimimpin yang deimokratis pu ila, bu ikan hanya peimimpin yang hanya 

me imahami de imokrasi hanya seibatas teiori mata namu in ju iga me imahami 

deimokrasi seibagai su iatu i beintu ik tanggu ing jawab atas apa yang die imban 

oleih peimimpin teirseibuit, beiru ipa amanah ke ikuiasaan dari rakyat yang 

haru is dilaksanakan se ibaik mu ingkin de imi ke ipeintingan se ilu iru ih rakyat 

Indone isia. 

Hal ini me inandakan bahwa dalam U indang- U indang Dasar 

Neigara Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945 teilah diseibuitkan seicara 

teigas meingeinai peilaksanaan peimilui yang haruis beirlandaskan pada 

asas Langsuing, Uimuim, Beibas, Rahasia, Juijuir, dan Adil dimana 

keieinam asas ini wajib uintuik diteirapkan apabila ingin meinghasilkan 

peimilui yang deimokratis. Peilaksanaan peimilui di eira seikarang dapat 

dikatakan masih cuikuip jauih dari spirit yang teirkanduing dalam 

Uindang- Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945 

dimana seibagain beisar eilit politik meinganggap bahwa ajang 

peimilihan uimuim yang dilakuikan seitiap 5 tahuin seikali meinjadi 

peiluiang bagi meireika uintuik duiduik di dalam peimeirintahan uintuik 

meimpeirkaya diri dan ceindeiruing meiluipakan apa yang meinjadi 

keipeintingan seirta keibuituihan rakyat. Oleih kareina itui, dikareinakan 

adanya ambisi yang beisar dari para eilit politik yang beirkuiasa di Re ipuiblik 
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Indoneisia, maka meinjeilang pe ilaksana pe imilihan u imu im se iringkali 

beirheimbu is me inge inai isu i-isu i yang beirtu iju ian u intu ik saling meinjatu ihkan 

antar eilit politik baik individu i mau ipu in partai.44 

Pasal 22 E i ayat (5) U indang-U indang Dasar Ne igara Reipu iblik 

Indone isia tahu in 1945 me imbe iri peineigasan bahwa “pe imilihan u imu im 

diseileinggarakan ole ih su iatu i komisi peimilihan uimu im yang be irsifat 

nasional, teitap, dan mandiri.” Nama “komisi pe imilihan u imu im” deingan 

me inggu inakan hu iru if ke icil, buikan capital te irseibuit me iru ijuik keipada 

peinyeileinggara peimilu i yang dalam konteiks ini adalah Komisi Pe imilihan 

Uimu im (KPU i); Badan Peingeiwas Peimilu i (Bawaslu i); dan Deiwan 

Keihormatan Peinyeileinggara Peimilu i (DKPP).45 

Peimilu i me iru ipakan sarana ke idau ilatan rakyat u intu ik me imilih 

anggota DPR,DPD, Pre isidein dan Wakil Pre isidein, dan DPRD, yang 

dilaksanakan se icara langsu ing, u imu im, beibas rahasia, ju iju ir, dan adil 

beirdasarkan Pancasila dan U iU iD 1945.Se ihingga, yang meinjadi tu iju ian 

dari peinyeileinggaraan peimilu i adalah:46 

 

44 Alvianuis Kristian & Dkk. 2023. Peilaksanaan Peimilu i Di Indoneisia 

Beirdasarkan Peirspeiktif Uindang Uindang Dasar 1945. Jouirnal Of Law And Nation (Joln), 

Vol. 2, No. 2, halaman 108-109 
45 Ibid., halaman 109. 

 
46 Wilma Silalahi. 2021. Disclosuirei Peilaksanaan Peimilu i Deimi Teirwuijuidnya 

Peineirimaan Hasil Peimilu i Yang Beirkeiadilan, Juirnal Bawaslu i Provinsi Keipuilauian Riaui, 

halaman 83-84. 
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a. Meimpe irku iat sisteim keitataneigaraan yang deimokratis; 

b. Me iwu iju idkan Pe imilu i yang adil dan beirinte igritas; 

c. Meinjamin konsisteinsi peingatuiran sisteim Peimilu i; 

d. Me imbe irikan keipastian hu iku im dan me ince igah du iplikasi 

dalam peingatu iran Peimilu i; dan 

e. Me iwu iju idkan Pe imilu i yang eifeiktif dan eifisie in.47 

Peinyeileinggaraan pe imilu i, yang paling diu itamakan adalah 

peilaksanaannya seicara de imokratis yang me ingandu ing prinsip keiju iju iran dan 

keiadilan pe imilu i (ke iadilan su ibstantif). Keiadilan peimilu i meiru ipakan 

instru ime in peinting u intu ik me ineigakkan hu iku im dan meinjamin seipeinu ihnya 

peineirapan prinsip deimokrasi meilalu ii peilaksanaan peimilu i yang 

beibas,adil,dan ju iju ir.  

Peilaksanaan prinsip keijuijuiran dan keiadilan dalam peinyeileinggaraan 

peimilui salah satu inya dibu iktikan deingan tidak adanya pe ilanggaran yang 

beirsifat teirstru iktuir, sisteimatis, dan masif. Pe ilanggaran te irstru iktu ir, 

sisteimatis,dan masif di atas me iru iju ik pada peinjeilasan Pasal 286 Ayat  (3) 

U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 Teintang Peimilu i yang me inyatakan 

bahwa:48 

1. Peilanggaran te irstru iktu ir adalah keicu irangan yang dilaku ikan 

oleih aparat stru iktu iral, baik aparat pe ime irintah mau ipu in 

peinyeileinggara peimilihan seicara  kole iktif atau i seicara 

beirsama-sama. 

2. Peilanggaran siste imatis adalah peilanggaran yang 

dire incanakan seicara matang, teirsu isu in, bahkan sangat rapi. 

3. Peilanggaran masif adalah dampak peilanggaran yang sangat 

lu ias peingaru ihnya te irhadap hasil peimilihan bu ikan hanya 

seibagian. 
 

 
 

47 Ibid., halaman 85. 
48 Ibid. 
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2. Peingatu iran Pe inyeileisaian Seingkeita Peimilu i dalam Peirspeiktif 

U indang- U indang Nomor 7 Tahu in 2017 Te intang Pe imilihan U imu im 

dan Pe iratu iran Badan Peingawas Pe imilu i Nomor 1 Tahu in 2023 

Beirkaitan deingan obje ik seingkeita (objeictuim litis) Pe inyeileisaian Se ingkeita 

Prose is Peimilu i diatu ir le ibih lanju it dalam Pe irbawaslu i teintang Tata Cara 

Peinyeileisaian Seingkeita Prose is Peimilu i yang beirtolak dari konstru iksi Pasal 

466 U iU i Pe imilu i, me ingku ialifisir bahwa se ingkeita prose is Pe imilu i teirjadi 

kare ina:49 

a. Hak pe iseirta Pe imilu i yang diru igikan se icara langsu ing ole ih 

tindakan peiseirta Pe imilui lain se ibagai akibat dikeilu iarkannya 

keipuituisan KPUi, keipu itu isan KPU i Provinsi, atau i keipu itu isan 

KPU i Kabu ipate in/Kota; atau i 

b. Hak pe iseirta Pe imilu i yang diru igikan se icara langsu ing ole ih 

tindakan KPU i, KPU i Provinsi, atau i KPU i Kabu ipatein/Kota, 

seibagai akibat dikeilu iarkannya ke ipu itu isan KPU i, ke ipu itu isan 

KPU i Provinsi, atau i keipu itu isan KPU i Kabu ipatein/Kota. 

 
Me ikanisme i Peinyeileisaian seingkeita peimilu i dapat dilihat dalam U indang-

U indang Peimilu i mau ipu in seiju imlah pe iratu iran yang dike ilu iarkan ole ih 

Bawaslu i. Jika dite ilisik peingatuiran peinyeileisaian seingkeita teirseibuit, teilah 

dijeilaskan deingan baik, mu ilai dari yang te irkait ru iang lingku ip sampai pada 

me ikanisme i peinyeileisaian se ingkeita itu i seindiri.  

 

 

 

 

 

 

 

49 Beinni Eirik & Dkk. 2022. Meikanismei Peinyeileisaian Seingkeita Peimilihan Uimuim 

Di Indoneisia. Juirnal Analisis Huikuim (Jah), Vol. 5, No. 2, 2022, halaman 207-208. 
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Seicara peiratu iran peiru indang-u indangan dapat dilihat seibagaimana 

yang diatu ir me ilalu ii Pe iratu iran Badan Pe ingawas Pe imilihan U imu im Reipu iblik 

Indone isia Nomor 18 Tahu in 2017.50 

Meikanismei peinyeileisaian seingkeita proseis peimilu i dalam Uindang 

Uindang ini dibeidakan meinjadi du ia meikanisme i yaitu i peirtama, meikanisme i 

peinyeileisaian seingkeita prose is Peimilu i di Bawaslu i, Bawaslu i Provinsi, dan 

Bawaslu i Kabuipatein/Kota yang diatu ir dalam Pasal 466 sampai de ingan Pasal 

469 UiUi Peimilu i; dan ke idu ia, me ikanisme i peinyeileisaian se ingkeita prose is 

peimilu i di Pe ingadilan Tata U isaha Ne igara yang diatu ir dalam Pasal 470 

sampai de ingan Pasal 472 U iU i Peimilu i.  

a. Meilaluii Badan Peingawas Peimilihan Uimu im (Bawaslui) 

 
Bawaslu i seibagai Leimbaga indeipeindein yang beirfu ingsi 

seibagai peingawas peimilu i, ju iga dapat dijadikan seibagai Leimbaga 

peiradilan khu isu is u intu ik me inangani se ingkeita pe imilu i. Bawaslu i 

dike inal se ibagai leimbaga peinyeileinggara peimilu i yang meingawasi 

peinyeileinggaraan peimilu i di se ilu iru ih wilayah Ne igara Ke isatu ian 

Reipu iblik Indone isia. Dalam seingkeita prose is pe imilu i, Bawaslu i 

beirtu igas me ilaku ikan pe inceigahan dan peinindakan: 

1) Dalam me ilaku ikan peinceigahan se ingkeita prose is peimilu i, 

Bawaslu i beirtu igas: 

 

 

 
50 Ibid., halaman 208-209 
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a. Me ingide intifikasi dan meime itakan pote insi keirawanan 

seirta peilanggaran Peimilui; 

b. Meingkoordinasikan, meinsuipeirvisi, meimbimbing, 

meimantaui, dan meingeivaluiasi Peinyeileinggaraan 

Peimilui; 

c. Beirkoordinasi deingan instansi peimeirintah teirkait; dan 

d. Meiningkatkan partisipasi masyarakat dalam

 peingawasan   peimilui 

2) Seidangkan, dalam meilakuikan peinindakan seingkeita 

proseis peimilui, Bawaslui beirtuigas: 

a. Meineirima peirmohonan peinyeileisaian seingkeita
proseis 

Peimilui; 

b. Meimveirifikasi seicara formal dan mateirial 

peirmohonan peinyeileisaian seingkeita proseis Peimilui; 

c. Meilakuikan meidiasi antara pihak yang beirseingkeita; 

d. Meilakuikan proseis ajuidikasi seingkeita proseis Peimilui; 

dan 

e. Meimuituis peinyeileisaian seingkeita proseis Peimilui. 

 

Keiweinangan peinyeileisaian seingkeita proseis Peimilui yang 

dilakuikan oleih Bawaslui beirkaitan deingan dikeiluiarkannya 

keipuituisan KPUi seibagaimana diteintuikan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Peirbawaslui teintang tata Cara Peinyeileisaian Seingkeita Proseis 

Peimilui bahwa “Bawaslu i beirweinang meinyeileisaikan seingkeita 

proseis Peimilui yang diakibatkan oleih adanya keipuituisan KPUi”. 

Deingan deimikian kompeiteinsi reilatif dari keiweinangan 

peinyeileisaian seingkeita proseis Peimilui yang dilakuikan oleih 

Bawaslui hanya teirhadap keipuituisan yang dikeiluiarkan oleih KPUi. 

Seilain Bawaslui, dalam Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 

teintang Peimilihan Uimuim juiga meimbeirikan keiweinangan 
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Bawaslui Provinsi uintuik meimuituis seingkeita peimilui “Bawaslu i 

Provinsi beirtu igas me ilaku ikan peinceigahan dan peinindakan di 

wilayah provinsi teirhadap seingkeita prose is peimilu i”. 

3.  Peingatu iran Pe ilaksanaan Peimilu i dalam Pe irspe iktif Peiratu iran 

Komisi Peimilihan U imu im 

Bu iku i deingan ju idu il “Peilanggaran Administratif Peimilu i dan 

Seingkeita Prose is Peimilu i: Se ibu iah Catatan” ini disu isu in seibagai 

beintu ik reifle iktif atas peingalaman Komisi Pe imilihan U imu im (KPU i) 

seipanjang 2022. Se ibagai teirceirmin dalam ju idu il teirse ibu it, titik te ikan 

u itama yang me injadi foku is dari buikui ini adalah peirihal peilanggaran 

administrasi dan seingke ita proseis (tidak meincaku ip pe irseilisihan hasil 

peimilu i atau i yang se iring dise ibu it ju iga de ingan seingkeita hasil 

peimilu i).51 

Peinyeileinggaraan pe imilihan u imu im se icara langsu ing, u imu im, 

beibas, rahasia,ju iju ir dan adil dapat teirwu iju id apabila dilaksanakan 

oleih peinyeileinggara peimilihan u imu im yang meimpu inyai inte igritas, 

profe isionalisme i dan aku intabilitas.52 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 KPUi, Op. Cit., halaman 1. 
52 Dian  Adei Nu igroho. 2020. Peiranan Komisi Peimilihan Uimuim Dalam 

Meiwuijuidkan Peimilui Yang Deimokratis, Juirnal Juirastic, Vol. 1, No.1, halaman 23. 
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Disahkannya U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 te intang 

Peimilu i 2019, me injadi tantangan baru i bagi Komisi Peimilihan 

U imu im (KPU i) Reipu iblik Indone isia.Adapu in tu igas, weiwe inang, dan 

keiwajiban KPU i yang diatu ir dalam U indang-U indang Nomor 7 

Tahu in 2017 Te intang Pe imilu i Pasal 12 yaitu i: KPU i beirtu igas: 

1. Meireincanakan program dan anggaran seirta meineitapkan jadwal; 

2. Me inyu isu in tata keirja KPU i, KPU i Provinsi, KPU i 

Kabu ipate in/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

3. Meinyuisuin Peiratu iran KPUi uintuik seitiap tahapan Peimilu i; 

4. Me ingkoordinasikan, me inyeileinggarakan,

 me ingeindalikan, dan me imantau i seimu ia tahapan 

Peimilu i; 

5. Me ineirima daftar Pe imilih dari KPU i Provinsi; 

6. Me imu itakhirkan data Peimilih beirdasarkan data Peimilu i 

teirakhir deingan meimpe irhatikan data keipeindu idu ikan yang 

disiapkan dan diseirahkan oleih Peime irintah dan 

me ineitapkannya seibagai daftar Peimilih; 

7. Me ilaksanakan tu igas lain dalam Peinyeileinggaraan Peimilu i 

seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran peiru indang-u indangan.53 

Peimilu i yang deimokratis ju iga diatu ir dalam Pasal 2 Uindang-u indang 

Nomor 7  Tahu in 2017 te intang Pe imilihan U imu im adalah Pe imilu i 

dilaksanakan be irdasarkan asas langsu ing, u imu im, be ibas, rahasia, juiju ir, dan 

adil. Asas teirseibuit dapat dijabarkan seibagai beiriku it: 

1. Langsu ing artinya seitiap warga neigara dapat meinggu inakan 

hak pilihnya seicara langsu ing. Rakyat peimilih me impu inyai 

hak u intu ik me imilih seicara langsu ing me imbe irikan su iaranya 

me inu iru it hati nu iraninya tanpa peirantara dan tanpa tingkatan. 

2. U imu im artinya se itiap warga ne igara Indone isia yang su idah 

me ime inu ihi syarat seibagai peimilih me impu inyai hak u intu ik 

me imbe irikan su iaranya. 
 

 

53 Ibid. 
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3. Beibas artinya se itiap pe imilih be ibas me imilih pe imimpin se isu iai 

hati nu iraninya. Se itiap pe imilih be irhak me imilih dalam 

me inggu inakan hak pilihnya dijamin ke iamanannya u intu ik 

me ilaku ikan pe imilihan me inu iru it hati nu iraninya tanpa adanya 

peingaru ih, te ikanan atau i paksaan dari siapapu in/deingan 

apapu in. 

4. Rahasia artinya pilihan pe imimpin yang dipilih ole ih seitiap 

warga ne igara beirhak dirahasiakan, dan dijamin oleih peiratu iran 

peiruindangan. 

5. Ju iju ir artinya seitiap warga neigara beirhak me imilih bakal calon 

peimimpin se icara ju iju ir seisu iai pilihan hati nu iraninya tanpa 

peingaru ih dari pihak lain. 

6. Adil artinya se itiap warga ne igara me imiliki ke iseimpatan yang 

sama dalam me inggu inakan hak pilihnya.54 

 
B. PELAKSANAAN TAHAP VERIFIKASI FAKTUAL 

DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 

2024 

Partai politik dan peimilu i adalah su imbeir u itama de imokrasi modeirn. 

Keidu ianya me iru ipakan u insu ir peinting dalam me imbangu in seibu iah Neigara 

atau i peimeirintahan yang deimokratis. Di kalangan ilmu iwan politik, adanya 

peimilui yang beibas dan adil se icara teiratu ir dianggap seibagai kondisi minimal 

bagi de imokrasi. Partai politik dide ifinisikan se ibagai ke ilompok politik yang 

seicara re ismi diaku ii se ibagai bagian dari proseis peimilihan dan yang dapat 

me indu iku ing (me ingaju ikan) calon u intu ik pe imilihan (be ibas atau i tidak) se icara 

teiratu ir. De ingan de imikian, partai politik dan pe imilu i digu inakan se ibagai 

u iku iran konsolidasi deimokrasi masyarakat.55 

 

 

 

 

 

 
 

54 Ibid., halaman 25 
55 Muistafa1 & Re iizki Maharani. 2022. Eivalu iasi Peindaftaran, Veirifikasi, Dan 

Peineitapan Partai Politik Peiseirta Peimilihan Uimuim 2024. Reisolu isi: Juirnal Sosial 

Politik,Vol.6, No.1, halaman 40. 
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1. Tahap Sebelum Verifikasi Faktual 
 

 

Veirifikasi me iru ipakan prose is peime iriksaan yang teirkait deingan 

teirpeinu ihinya syarat partai politik u intu ik me ingiku iti peimilu i. Keigiatan ini 

adalah u ipaya u intu ik me imbu iktikan ke ibeinaran dan ke iteirpe inu ihan be irbagai 

syarat dalam ke ipeiseirtaan pada pe imilu i. Prose is teirseibu it dimaksu idkan u intu ik 

me indorong partai politik me imbuiktikan ke imampuiannya meinjadi peiseirta 

peimilui. Namu in dalam prakte iknya, veirifikasi partai politik u intu ik me injadi 

calon peiseirta peimilu i di Indoneisia banyak me inganduing masalah seipeirti 

mu incuilnya prakteik akal-akalan saat proseis veirifikasi partai politik yang 

dilaku ikan ole ih oknu im di dalam partai politik yakni pe incatu itan se iju imlah 

orang se ibagai anggota partai politik dan masih adanya ke ileimahan re igu ilasi 

dalam ke iteirbu ikaan informasi me ingeinai ke ianggotaan partai politik.56 

Beirkaitan de ingan prose is veirifikasi pe indaftaran partai politik atau i 

kandidat, ada beibeirapa indikator yang dapat diamati antara lain :57 

1. Tingkat keisu ilitan atau i keimu idahan yang teirkait deingan peime inu ihan 

peirsyaratan peindaftaran partai dan calon yang teirdiri dari hu iku im 

peindaftaran organisasi politik, peindaftaran calon, peirnyataan yang 

ditandatangani dan seibagainya, seirta keiu iangan (seitoran peindaftaran, 

biaya, deiklarasi keiu iangan, dan se ibagainya) 

2. Logistik yang teirdiri dari time ilinei, lokasi teimpat pe indaftaran dapat 

dilaku ikan dan se ibagainya) dan je inis ke ilamin (masu iknya calon 

lawan je inis dalam daftar peincalonan); 

3. Keiteirwakilan dan inklu isivitas geiografis dan sosial partai politik; 

4. Ju imlah peindaftaran partai yang beirhasil/ju imlah peindaftaran yang 

ditolak. 
 

 

 

 
 

56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Peimilu i diseileinggarakan be irdasarkan asas-asas pe imilu i yang 

deimokratis, yaitu i langsu ing, u imu im, be ibas, rahasia, ju iju ir, adil dan dilaku ikan 

seicara pe iriodik. Peimilu i tidak mu ingkin te irseileinggara jika tidak ada pe imilih 

dan pe iseirta pe imilu i. U indang-U indang Dasar 1945 yang me injadi landasan 

konstitu isi Neigara Indone isia teilah me ingatu ir te intang pe imilu i dan pe iseirta 

peimilu i. U iU iD 1945 hasil Amande ime in kei-4 Pasal 22 E i Ayat 3 me inyeibu itkan 

bahwa pe iseirta peimilu i anggota Deiwan Peirwakilan Rakyat (DPR) dan 

anggota Deiwan Peirwakilan Rakyat Daeirah (DPRD) adalah partai politik. 

Partai politik inilah yang beirkonte istasi meimpeireibu itkan su iara peimilih 

meilalu ii visi, misi, dan program ke ibijakan yang ditawarkan.. Oleih kare inanya, 

peinyeileinggaraan peimilu i meimbu itu ihkan keirangka hu iku im yang jeilas u intu ik 

me imbe irikan keipastian hu iku im dalam peilaksanaan peimilu i.58 

Dalam Pasal 15 Ayat 1 Pe iratu iran Komisi Pe imilihan U imu im Nomor 8 

Tahu in 2012, Komisi Pe imilihan U imu im meilaku ikan ve irifikasi administratif 

keileingkapan peirsyaratan partai politik meilipu iti peineilitian:59 

a. Su irat peindaftaran partai politik me injadi calon peiseirta Pe imilu i 

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu ipate in/Kota 

ditandatangani ole ih Keituia Uimuim dan Se ikre itaris Je indeiral partai 

politik Tingkat Pu isat atau i seibuitan lain dan dibu ibuihi cap/ste impe il 

basah. 

b. Beirita Neigara Re ipu iblik Indone isia yang me imu iat tanda te irdaftar 

bahwa Partai Politik te irseibu it seibagai badan hu iku im yang te ilah 

dile igalisir ole ih Keimeinteirian Hu iku im dan Hak Asasi Manu isia. 
 

 

 

 

58 Indra Madan Puitra. 2019. Tata Keilola Veirifikasi Partai Politik Peiseirta 

Peimilihan Uimuim Tahuin 2019 Di Komisi Pe imilihan Uimuim Kota Padang. Ju irnal Jispo, 
Vol. 9, No. 1, halaman 107- 108. 

59 Beirdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Peiratuiran Komisi Peimilihan U imuim Nomor 8 

Tahuin 2012. 
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c. eipu itu isan partai politik teintang Peingu iru is Tingkat Provinsi, 

Kabu ipatein/Kota dan Keicamatan. 

d. Su irat peirnyataan yang ditandatangani oleih pimpinan partai 

politik Tingkat Pu isat beirke inaan juimlah keipeinguiru isan di seilu iruih 

Provinsi seisuiai formu ilir Modeil F1–Parpol. 

e. Su irat peirnyataan yang ditandatangani oleih pimpinan partai 

politik Tingkat Pu isat beirkeinaan ju imlah keipeingu iru isan di 75% 

ju imlah Kabu ipatein/Kota di seitiap provinsi seisu iai formu ilir Mode il 

F1–Parpol. 

f. Su irat peirnyataan yang ditandatangani oleih pimpinan partai 

politik Tingkat Pu isat beirkeinaan ju imlah keipeingu iru isan di 50% 

ju imlah Keicamatan di Kabu ipatein/Kota yang beirsangkuitan se isuiai 

formu ilir Modeil F1–Parpol. 

g. Su irat peirnyataan yang ditandatangani oleih pimpinan partai 

politik Tingkat Pu isat beirkeinaan keiteirwakilan peireimpu ian 30% 

pada keipeingu iru isan partai politik Tingkat Pu isat, Provinsi, dan 

Kabu ipatein/Kota. 

h. Su irat ke iteirangan te intang pe indaftaran nama, lambang, dan/atau i 

tanda gambar partai politik dari ke ime inteirian yang 

me inyeileinggarakan u iru isan peime irintahan di bidang hu iku im dan 

hak asasi manu isia. 

i. Su irat peirnyataan yang ditandatangani oleih pimpinan partai 

politik Tingkat Pu isat be irkeinaan me imiliki anggota se iku irang–

ku irangnya 1.000 orang atau i 1/1.000 dari ju imlah pe indu idu ik pada 

seitiap ke ipeingu iru isan partai politik se ibagaimana dimaksu id pada 

hu iru if ( E i ) dilampiri daftar nama anggota dalam be intu ik softcopy 

atau i hardcopy se isu iai Lampiran 2 Modeil F2–Parpol atau i fotokopi 

Kartu i Tanda Anggota ( KTA ). 

j. Apabila dite imu ikan orang yang sama me injadi anggota leibih dari 

1 partai politik maka prose is veirifikasinya dilanju itkan pada 

veirifikasi faktu ial u intu ik me imastikan keianggotaannya hanya 

keipada 1 partai politik. 

k. Apabila dite imu ikan bu ikti se iseiorang me injadi anggota partai 

politik le ibih dari satu i dalam partai politik yang sama maka 

dihituing satui keianggotaan. 

l. Su irat ke iteirangan domisili kantor te itap dan alamat te itap dari 

Camat atau i seibu itan lain/Lu irah/Ke ipala Deisa atau i seibu itan lain 

yang dilampiri doku ime in yang sah se ibagaimana dimaksu id dalam 

pasal 4 hu iru if ( g ), seisu iai formu ilir Modeil F11–Parpol 

m. Fotokopi nomor re ikeining atas nama partai politik pada tingkat 

Pu isat, Provinsi dan Kabu ipatein/Kota. 

 

Partai politik adalah su iatu i keilompok politik yang me ingiku iti peimilu i 

dan meilalu ii pe imilu i itui mampu i meineimpatkan calon-calonnya uintuik 
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meinduiduiki jabatan- jabatan puiblik. Cara yang digu inakan oleih su iatu i partai 

politik dalam siste im politik de imokrasi dalam kaitannya me indapatkan dan 

me impe irtahankan ke iku iasaan ialah iku it seirta dalam pe imilu i. Partai politik 

tidak seirta me irta dapat me ingiku iti konte istasi pe imilu i me iskipu in meireika su idah 

beirbadan huiku im. Seibe iluimnya, partai politik haru is me ileiwati seibu iah tahapan 

peindaftaran dan  veirifikasi pe iseirta pe imilu i.60 

2. Tahap Verifikasi Faktual 

 
Veirifikasi me iru ipakan proseis peime iriksaan yang teirkait deingan 

keiteirpeinu ihan syarat se ibu iah partai politik u intu ik me ingiku iti peimilu i. Prose is 

teirseibu it dimaksu idkan u intu ik meindorong partai politik me imbu iktikan 

keimampu iannya me injadi peiseirta peimilu i. Atu iran me ingeinai pe indaftaran 

peiseirta pe imilu i diatu ir dalam Pe iratu iran Komisi Pe imilihan Uimu im (PKPUi) 

Nomor 11 tahu in 2017.Peiratu iran teirseibuit meingatuir teintang syarat- syarat 

peindaftaran dan ve irifikasi partai politik pe iseirta Pe imilu i 2019. Be irdasarkan 

PKPU i Nomor 11 te irse ibu it, seitiap partai politik (parpol) pe iseirta Pe imilu i 2019 

wajib me ime inu ihi seitidaknya 10 syarat yang su idah diatu ir, yaitu i beirstatu is 

badan hu iku im seisu iai de ingan U iU i Parpol; me imiliki ke ipeingu iru isan di se ilu iru ih 

provinsi; me imiliki ke ipeinguiruisan paling seidikit 75 peirsein dari juimlah 

kabuipatein/kota di provinsi yang beirsangku itan.61 

 

 

 

 

 

 

 

60 Indra Madan Pu itra., Op. Cit., halaman 108. 
61 Ibid., halaman 109. 
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Prose is veirifikasi yang dilaku ikan ole ih KPU i teirhadap parpol lama 

beirbeida deingan parpol baru i. Pada parpol lama, ve irifikasi tidak akan 

dilaku ikan seicara faktu ial me ilainkan cu iku ip veirifikasi administrasi. Parpol 

yang pe irnah lolos atau i meinjadi pe iseirta Pe imilu i 2014 hanya akan dike inakan 

veirifikasi administrasi dan tidak dikeinakan veirifikasi faktuial se ibagaimana 

diatuir dalam Pasal 173 ayat (3) U iUi Peimilu i. Dari ke ileingkapan syarat 

peindaftaran yang su idah dipe inu ihi partai, maka partai beirsangku itan dapat 

me ingiku iti tahapan veirifikasi administrasi dan se ilanju itnya veirifikasi faktu ial 

oleih KPU i.62 

Dasar hu iku im pe ilaksanaan pe indaftaran, ve irifikasi dan pe ineitapan 

partai politik adalah Bagian Ke idu ia Paragraf 1 Peirsyaratan Partai Politik 

Me injadi Peiseirta Peimilu i mu ilai dari Pasal 172 sampai de ingan pasal 179 

U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 te intang Pe imilihan U imu im (Ne igara, 

2017). Dalam Pasal 177 U indang- U indang Pe imilu i diseibu itkan je inis doku ime in 

yang me injadi pe irsyaratan se ibagaimana dimaksu id dalam Pasal 176 ayat (2) 

me ilipu iti:63 

a. Beirita Neigara Reipuiblik Indoneisia yang me inyatakan bahwa partai 

politik teirse ibu it teirdaftar seibagai badan hu iku im; 

b. Keipu itu isan peingu iru is pu isat partai politik teintang peingu iru is 

tingkat provinsi dan peingu iru is tingkat kabu ipate in/kota; 

c. Su irat ke iteirangan dari pe ingu iru is pu isat partai politik te intang 

kantor dan alamat te itap pe ingu iru is tingkat pu isat, peingu iru is tingkat 

provinsi, dan peingu iru is tingkat kabu ipatein/kota; 
 

 

 

 

 

62 Ibid., halaman 109.110. 
63 Muistafa1 & Reiizki Maharani., Op. Cit. halaman 42 
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d. Su irat ke iteirangan dari pe ingu iru is pu isat partai politik te intang 

peinyeirtaan keiteirwakilan pe ireimpu ian paling se idikit 30% (tiga 

pu ilu ih peirse in) se isu iai deingan ke iteintu ian peiratu iran peiru indang-

u indangan; 

e. Su irat ke iteirangan te intang pe indaftaran nama, lambang, dan/atau i 

tanda gambar partai politik dari ke ime inteirian yang 

me inyeileinggarakan u iru isan peime irintahan di bidang hu iku im dan 

hak asasi manu isia; 

f. Bu ikti keianggotaan partai politik paling seidikit 1.000 (se iribu i) 

orang atau i 1/1.000 (satu i peirseiribu i) dari ju imlah Peindu idu ik pada 

seitiap kabu ipate in/kota; 

g. Bu ikti keipeimilikan nomor reikeining atas nama partai politik; dan 

h. Salinan anggaran dasar dan anggaran ru imah tangga partai politik 

seisu iai deingan keiteintu ian peiratu iran peiru indang-u indangan. KPU i 

keimu idian meilaku ikan pe ineilitian be irkas administrasi dan 

keiabsahan pe irsyaratan (Pasal 178). 

Peimilu i leigislatif akan dilaksanakan pada 14 Feibru iari 2024. Seibeilu im 

dilaksanakan Pe imilu i, Partai Politik haru is me ilalu ii tahapan ve irifikasi ole ih 

Komisi Peimilihan U imu im (KPU i). Ada du ia veirifikasi yang dilaku ikan ole ih 

Komisi Peimilihan U imu im (KPU i), yakni ve irifikasi administrasi dan 

veirifikasi faktu ial. Komisi Peimilihan Uimu im (KPUi) meine irapkan ve irifikasi 

faktuial uintuik partai politik peiseirta Peimilu i dan bakal calon anggota Deiwan 

Peirwakilan Daeirah (DPD). Seibeilu im prose is peilaksanaan veirifikasi faktu ial 

keianggotaan ini. 
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Pu itu isan Mahkamah Konstitu isi Nomor 55/PU iU i-XVIII/2020 atas 

peingu ijian Pasal 173 U iU i Nomor 7 Tahu in 2017 me imbe irikan dampak adanya 

peirbeidaan veirifikasi Parpol. Se ibagai konse iku ieinsi dari Pu itu isan Mahkamah 

Konstitu isi, u intu ik meinjadi Peiseirta Peimilu i 2024, Parpol yang tidak me imiliki 

kuirsi di DPR ataui Parpol barui haruis meindaftar uintuik dilaku ikan veirifikasi 

administrasi dan veirifikasi faktuial, seidangkan Parpol yang me imiliki ku irsi di 

DPR hanya me indaftar dan me injalani veirifikasi administrasi. Veirifikasi 

dilaku ikan u intu ik meineiliti keileingkapan, keiabsahan dan keibeinaran dokuime in 

peirsyaratan partai politik uintuik meinjadi peiserta Peimilu i seisu iai deingan 

keiteintu ian Pasal 173 U iU i Nomor 7 Tahu in 2017 teintang     Pe imilihan 

U imu im.64 

1) Beindahara se ibagaimana formu ilir lampiran 2 Mode il F1–Parpol 

deingan peingu iru is yang beirsangku itan. 

2) Peime inu ihan ke iteirwakilan pe ireimpu ian pada ke ipe ingu iru isan partai 

politik tingkat Kabu ipatein/Kota se iku irang–ku irangnya 30% 

 

 

 

 

 

 

 

64 Riska Suilistyani. 2023. Eifeiktivitas Peilaksanaan Veirifikasi Faktuial Partai 

Politik Seibagai Peiseirta Peimilihan Uimuim Tahuin 2024 Di Kota Tanjuingpinang. 

Auifklaruing: Juirnal Peindidikan, Sosial Dan Huimaniora, Vol. 3, No. 2, halaman 110. 
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Komisi Peimilihan Uimuim Kabuipatein/Kota meilakuikan veirifikasi 

faktuial deingan langkah–langkah : 

b. Peirsiapan 

 

1. Meimbagi anggota pokja kei dalam tim veirifikasi faktuial. 

2. Khuisuis bagi peilaksanaan veirifikasi faktuial keianggotaan, 

Anggota pokja dibagi dalam Tim Veirifikasi Faktuial 

beirdasarkan wilayah administratif uintuik meineiliti seiluiruih 

partai politik. 

3. Meilaksanakan peimbeikalan pada Tim Veirifikasi Faktuial. 

4. Meinyiapkan dokuimein peinduikuing veirifikasi faktuial yaitui 

formuilir lampiran 2 Modeil F1–Parpol, Modeil F3 Parpol, 

lampiran 1 Modeil F8 parpol, lampiran 1 Modeil F8–Parpol, 

Modeil F11–Parpol, Suirat Keipuituisan partai politik teintang 

peinguiruis tingkat Kabuipatein/Kota, buikti 

keipeimilikan/seiwa/kontrak kantor partai politik, KTA. 

5. Meinyiapkan alat dokuimeintasi ( kameira, handycam, dan lain–

lain ). 

6. Meinyiapkan daftar hadir dari beirita acara hasil veirifikasi 

faktuial ( contoh teirlampir ) teirhadap peinguiruis dan anggota 

yang dihadirkan peinguiruis partai politik di kantor Komisi 

Peimilihan Uimuim Kabuipatein/Kota. 

c. Peilaksanaan 

 

1. Meinyampaikan peimbeiritahuian keipada peinguiruis partai 

politik jadwal dan waktui peilaksanaan veirifikasi faktuial 

keipeinguiruisan dan domisili kantor teitap. 

2. Meilakuikan veirifikasi faktuial teirhadap : 

a. keipeinguiruisan dan domisili kantor teitap partai politik 

Juimlah dan suisuinan peinguiruis partai politik di tingkat 

Kabuipatein/Kota deingan cara meindatangi kantor peinguiruis 

partai politik uintuik meincocokkan keibeinaran Suirat Keipuituisan 

partai politik teintang peinguiruis tingkat Kabuipatein/Kota, 

daftar nama peinguiruis yaitui Keituia ataui seibuitan lain, 

Seikreitaris ataui seibuitan lain, deingan cara meindatangi kantor 

peinguiruis partai politik uintuik meincocokkan keibeinaran daftar 

nama peinguiruis seibagaimana formuilir Modeil F3–Parpol 

deingan peinguiruis yang beirsangkuitan. 

1) Peinguiruis partai politik seibagaimana dimaksuid angka 

( 1 ) dan ( 2 ) meinuinjuikkan KTA asli ataui ideintitas 

lain ( KTP atau i KK) u intu ik dicocokkan de ingan SK dan 

formu ilir lampiran 2 Mode il F1–Parpol. 
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2) Apabila pe ingu iru is partai politik se ibagaimana dimaksu id 

hu iru if angka (1) dan (2) be irhalangan hadir, wajib 

me inyampaikan alasan de ingan me inu inju ikkan doku ime in 

yang dite irbitkan ole ih leimbaga yang be irweinang ( 

misalnya su irat ke iteirangan dokte ir, me inu inaikan ibadah 

haji/u imrah). 

3) Apabila peinguiru is partai politik beirhalangan hadir kare ina 

alasan sakit, peitu igas veirifikasi me inandatangani yang 

beirsangku itan. 

4) Apabila peinguiruis partai politik beirhalangan hadir kare ina 

alasan meinu inaikan ibadah haji/u imrah atau i meininggal 

du inia atau i me ingu indu irkan diri, peingu iru is yang 

beirsangku itan dapat digantikan oleih wakilnya deingan 

me incocokkan Su irat Keipu itu isan, formu ilir lampiran 2 

Mode il F1–Parpol dan KTA / KK. 

5) Apabila dalam veirifikasi faktu ial seibagaimana dimaksu id 

angka 

(1) dan (2) pe itu igas veirifikasi tidak be irteimu i deingan 

peingu iru is yang be irsangku itan, Komisi Pe imilihan U imu im 

Kabu ipatein/Kota me inyampaikan pe imbe iritahu ian teirtu ilis 

keipada pe ingu iru is partai politik u intu ik me inghadirkan 

peingu iru is yang beirsangku itan keipada Komisi Peimilihan 

Uimu im Kabu ipate in/Kota sampai deingan akhir masa 

veirifikasi faktu ial tahap I. 

6) Ve irifikasi faktuial peinguiruis partai politik seibagaimana 

angka (7) dilaku ikan oleih peitu igas veirifikasi deingan cara 

me iminta peingu iru is yang beirsangku itan meingisi daftar 

hadir. Seiteilah peilaksanaan ve irifikasi be irakhir, pe itu igas 

veirifikasi me inyu isu in beirita acara hasil veirifikasi. 

7) Domisili kantor te itap de ingan cara me indatangi kantor 

peingu iru is partai politik u intu ik me incocokkan domisili 

kantor se ibagaimana formu ilir Mode il F–11 Parpol 

deingan doku ime in yang sah yaitu i seirtifikat hak milik, 

su irat pinjam pakai, seiwa atau i kontrak sampai 

beirakhirnya tahapan pe imilu i yaitu i peingu icapan su impah 

janji anggota DPRD Kabu ipatein/Kota. (10) Domisili 

kantor te itap partai politik tingkat Kabu ipatein/Kota haru is 

beirada di wilayah administrasi Kabu ipatein/Kota yang 

beirsangku itan. 

Tu iju ian veirifikasi partai politik pada hakikatnya bu ikan hanya 

me ingeiceik keisiapan dan keiteirpeinu ihan syarat seibagai partai politik, oleih 

kare ina itu ilah veirifikasi tidak hanya dilaku ikan pada partai politik baru i 

akan teitapi ju iga partai politik yang pe irnah iku it pada peimilu i seibeilu imnya. 
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Dan se ibagai u ipaya u intu ik me inciptakan siste im ke ipartaian yang se ideirhana, 

peiru ibahan atu iran ve irifikasi partai politik he indaknya me impe irbe irat u intu ik 

me injadi pe iseirta pe imilu i. Hal ini dilaku ikan agar partai politik beinar-beinar 

mampu i me ime inu ihi peirsyaratan baru i yang dipeirbeirat teirse ibu it. Ole ih kare ina 

itu ilah ve irifikasi partai politik mu itlak dipe irlu ikan se ibagai bagian inte igral 

dari tahapan deimokrasi eileiktoral. 

3. Hasil Verifikasi Faktual 

 

Seisu iai jadwal yang te ilah disu isu in, Partai Politik calon pe iseirta 

Peimilu i yang me ingiku iti tahapan Ve irifikasi Faktu ial me inghadiri ke igiatan 

peineintu ian nomor u iru it sampe il awal u intu ik me ingeitahu ii u iru itan pe ingambilan 

sampe il pada saat dilaku ikan Veirifikasi Faktu ial keianggotaan, de ingan 

keiteintu ian se ibagai be iriku it: Partai Politik me imasu ikkan nomor awal sampe il 

beirdasarkan inte irval sampe il yang dihasilkan dari peinghitu ingan ju imlah 

sampe il me inggu inakan ru imu is syste imatic sampling meinggu inakan Sipol 

deingan didampingi pe itu igas sampe il; keimu idian nomor awal sampe il u intu ik 

seimu ia daeirah yang akan dilaku ikan Ve irifikasi Faktu ial ke ianggotaan 

dimasu ikan kei dalam Sipol (PKPU i 4 Tahu in 2022). 

Keibijakan ini me indapat re ispon dari be irbagai partai politik pe iseirta 

peimilu i 2024, te iru itama partai non parle ime in dan partai baru i. Me ireika 

me iminta Mahkamah Konstitu isi u intu ik me ininjau i u ilang ke ipu itu isannya agar 

seimu ia partai yang me indaftar meinjadi peiseirta peimilu i 2024 diiku itseirtakan 

dalam ve irifikasi faktu ial. 

Me inu iru it Partai Bu iru ih meiwu iju idkan ke iadilan pe imilu i (eileictoral 
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ju istice i) sangat beirkaitan eirat deingan peime inu ihan hak-hak asasi dan hak-hak 

konstitu isional warga neigara di bidang ke ipeimilu ian. De ingan kata lain, 

me ineigaskan hak-hak asasi dan hak-hak konstitu isional warga neigara di 

bidang keipeimilu ian akan beirkonseiku ieinsi pada keitidakadilan dalam 

peinyeileinggaraan peimilu i (eileictoral injuistice i); Peirspeiktif keiadilan yang 

diguinakan Mahkamah dalam 4 (e impat) pu ituisan Mahkamah yaitu i: Pu itu isan 

Nomor 12/PU iU i-VI/2008; Pu itu isan Nomor 52/PU iU i- X/2012; Pu itu isan 

Nomor 53/PU iUi-XV/2017; dan Pu itu isan Nomor 55/PU iU i- XVIII/2020 

adalah “me impeirlaku ikan sama teirhadap seisu iatu i yang seiharu isnya 

dipeirlakuikan sama dan meimpeirlakuikan beirbe ida teirhadap se isuiatu i yang 

seiharuisnya dipeirlaku ikan be irbeida. Be ibeirapa partai me iyakini se ibagai 

manife istasi dari prinsip keiadilan pe imilu i (eileictoral ju istice i) seibagaimana 

diamanatkan Pasal 22E i ayat (1) UiUiD 1945, maka peimaknaan/peinafsiran 

teirhadap keiteintuian Pasal 173 ayat (1) U iUi Peimilu i haru is dikore iksi. Se ibab, 

keiteintu ian teilah me impe irlaku ikan be irbeida teirhadap seisu iatu i yang seiharu isnya 

dipeirlaku ikan sama. 

Dalam ske ima pe imilu i seireintak statu is hu iku im se ilu iru ih partai politik 

calon peiseirta pe imilu i itu i sama. De ingan de imikian tidaklah te ipat 

me imbe idakan ke itiga varian partai teirseibu it didasarkan hasil peimilu i. Bahwa 

oleih kareina itu i, u intu ik meiwu iju idkan ke iadilan pe imilu i (eileictoral ju istice i), 

maka se iharu isnya antara partai parle ime in atau i non parle ime in se irta partai baru i 

dipeirlaku ikan sama de ingan partai politik parle ime in dalam se ilu iru ih tahapan 

peimilu i teirmasu ik tahap pe indaftaran dan veirifikasi. Apabila partai politik 
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parle ime in hanya diwajibkan ve irifikasi se icara administrasi, maka partai 

politik non parle ime in ju iga seiharu isnya hanya diwajibkan veirifikasi seicara 

administrasi. 

Beiriku it ini daftar partai politik yang dinyatakan me ime inu ihi syarat 

seibagai peiseirta Peimilui 2024 seisuiai deingan Suirat Keipuitu isan KPUi Nomor 

518 Tahuin 2022: 

 

1. Partai Deimokrasi Indone isia Peirju iangan 

2. Partai Keiadilan Seijahte ira 

3. Partai PEiRINDO 

4. Partai NasDe im 

5. Partai Bu ilan Bintang 

6. Partai Keibangkitan Nu isantara (PKN) 

7. Partai Garda Pe iru ibahan Indone isia (Garu ida) 

8. Partai Deimokrat 

9. Partai Geilombang Rakyat Indone isia (Ge ilora) 

10. Partai Hati Nu irani Rakyat (Hanu ira) 

11. Partai Geirakan Indone isia Raya (Ge irindra) 

12. Partai Keibangkitan Bangsa (PKB) 

13. Partai Solidaritas Indoneisia (PSI) 

14. Partai Amanat Nasional (PAN) 

15. Partai Golongan Karya (Golkar) 

16. Partai Peirsatu ian Pe imbangu inan 

17. Partai Bu iru ih 

 

Seime intara itu i, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan veirifikasi 

faktu ial partai politik calon peiseirta Peimilu i 2024 adalah Partai U immat. Partai 

U immat tidak lolos ve irifikasi faktu ial di du ia provinsi yakni Nu isa Te inggara 

Timu ir dimana Partai U immat hanya meime inu ihi syarat di 12 wilayah dari 17 

wilayah yang ada. Hal yang sama ju iga teirjadi di Provinsi Su ilawe isi U itara 

dimana partai teirseibu it hanya meime inu ihi syarat di 1 wilayah dari 11 wilayah 

yang ada. Keipu itu isan ini teintu i tidak  diteirima ole ih Partai U immat me ilalu ii 

ku iasa hu iku imnya Partai U immat ke imu idian me ingaju ikan gu igatan kei Bawaslu i 
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pada tanggal 16 Deiseimbe ir 2022. 

 

C. PELAKSANAAN PUTUSAN BAWASLU 

NOMOR: 006/PSREG/BAWASLU/XII/2022 

Partisipasi politik meiruipakan peingeijawantahan dari 

peinyeileinggaraan keikuiasaan politik yang absah oleih masyarakat. 

Anggota masyarakat yang beirpartisipasi dalam proseis politik meilaluii 

peimilui teirdorong oleih keiyakinan bahwa meilaluii keigiatan beirsama itui 

keipeintingan meireika akan teirsaluir ataui seikuirangnya dipeirhatikan.  

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksu id, ditu inju ikkan 

oleih banyaknya masyarakat me ingiku iti dan me imahami masalah politik dan 

tu iru it atau i ingin meilibatkan diri dalam beirbagai keigiatan politik.65 Dalam 

konteiks deimokrasi partisipatoris, iku it seirta dalam pe imilui de ingan me imbe irikan 

suiara ke ipada calon yang didu iku ing me iru ipakan salah satu i be intu ik partisipasi 

politik minimal warga ne igara. Me ilalu ii pe imilu i, warga bisa me imilih 

wakilnya se icara rasional yang akan du idu ik di leimbaga-leimbaga peirwakilan. 

Walau ipu in deimokrasi kita su idah beirkeimbang peisat, namu in banyak warga 

yang tidak meingguinakan hak politiknya u intuik teirlibat dalam prose is 

deimokrasi teirseibu it.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Yalveima Miaz. 2012. Partisipasi Politik Pola Peirilakui Peimilih Peimilu i Masa 
Ordei Barui Dan Reiformasi.Padang: UiNP PREiSS, halaman 21 

66 Andi Faisal Bakti. 2017. Liteirasi Politik Dan Kampanyei Peimilui. Jakarta: 

FIKOM UiP Preiss, halaman 150. 
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Beirdasarkan U indang-U indang Nomor 7 Tahu in 2017 te intang 

Peimilihan U imu im, diatu ir meingeinai keileimbagaan yang meilaksanakan 

Peinyeileinggaraan Peimilihan U imu im, yakni Komisi Peimilihan Uimu im 

(KPU i), Badan Peingawas Peimilu i (Bawaslu i), dan De iwan Keihormatan 

Peinyeileinggara Peimilihan U imu im (DKPP). Ke idu idu ikan ke itiga le imbaga-

leimbaga te irse ibu it dipe irku iat dan dipe irje ilas tu igas dan fu ingsinya seirta 

diseisu iaikan deingan peirkeimbangan keibu itu ihan hu iku im dalam 

Peinyeileinggaraan Pe imilihan U imu im. Peingu iatan keileimbagaan dimaksu idkan 

u intuik dapat meinciptakan Peinyeileinggaraan Peimilihan Uimu im yang lancar, 

sisteimatis, dan deimokratis. seicara u imu im U indang-U indang teirseibu it 

me ingatu ir me ingeinai peinyeileinggara Peimilihan U imu im, pe ilaksanaan 

Peimilihan U imu im, peilanggaran Peimilihan U imu im dan seingke ita Peimilihan 

U imu im, seirta tindak pidana Peimilihan U imu im.67 

Leimbaga Badan Peingawas Peimilui (BAWASLUi) beirdasarkan Pasal 

1 angka 17 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan 

Uimuim, meinyatakan bahwa, ”Badan Pe ingawas Peimilui yang seilanjuitnya 

diseibuit Bawaslui leimbaga Peinyeileinggara peimilui yang meingawasi 

Peinyeileinggaraan Peimilui di seiluiruih wilayah Neigara Keisatuian Reipuiblik 

Indoneisia.”Ke iweinangan Bawaslui hanya dapat dipeiroleih meilaluii uindang-

uindang dan Peiratuiran Bawaslui. Fuingsi   Bawaslui   yang   sangat   

dibuituihkan,   maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu. 

 

 
67 Uisman, Op. Cit., halaman 84. 
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Peinyeileinggara Peimilui yang beirsifat teitap dan meimpuinyai keiweinangan 

meingawasi jalannya Peimilu i dan keiwe inangannya diatu ir dalam Pasal 95 U indang-

U indang Nomor 7 Tahu in 2017 teintang Peimilu i me inyatakan bahwa: 

a. Me ineirima Dan Meinindaklanju iti Laporan Yang Be irkaitan 

Deingan Du igaan Adanya Peilanggaran Teirhadap Peilaksanaan 

Peiratu iran Peiru indang-U indangan Yang Meingatu ir Me ingeinai 

Peimilu i; 

b. Me ime iriksa, Me ingkaji, Dan Me imu itu is Peilanggaran, Administrasi 

Peimilu i; 

c. Me ime iriksa, Me ingkaji,  Dan Me imu itu is Peilanggaran Politik U iang; 

d. Meineirima, Meimeiriksa, Meimeidiasi Ataui Meing Ajuidikasi, Dan 

Meimu itu is Pe inyeileisaian Seingkeita Prose is Peimilu i; 

e. Me ireikome indasikan Keipada Instansi Yang Be irsangku itan 

Me ingeinai Hasil Peingawasan Teirhadap Neitralitas Aparatu ir Sipil  

Neigara, Neitralitas Anggota Te intara Nasional Indone isia, Dan 

Neitralitas Anggota Keipolisian Reipu iblik Indone isia; 

f. Me ingambil Alih Seime intara Tu igas, We iweinang, Dan Ke iwajiban 

Bawaslu i Provinsi Dan Bawaslu i Kabu ipate in/Kota Seicara 

Beirjeinjang Jika Bawaslu i Provinsi Dan Bawaslu i Kabu ipatein/Kota 

Beirhalangan Seime intara Akibat dike inai Sanksi atau i akibat 

lainnya Se isu iai deingan Keiteintu ian Peiratu iran Peiru indang-

U indangan; 

g. Meiminta Bahan Keiteirangan Yang Dibuitu ihkan Keipada Pihak 

Teirkait Dalam Rangka Pe inceigahan Dan Peinindakan Peilanggaran 

Administrasi, Peilanggaran Kode i E itik, Du igaan Tindak Pidana 

Peimilu i, Dan Se ingkeita Proseis Peimilu i 

h. Me ingore iksi Pu itu isan dan Re ikome indasi Bawaslu i Provinsi Dan 

Bawaslu i Kabu ipatein/Kota Apabila Te irdapat Hal Yang 

Beirteintangan Deingan Keiteintu ian Peiratu iran Pe iru indang-

U indangan; 

i. Meimbeintuik Bawaslui Provinsi, Bawaslui Kabuipate in/Kota, Dan 

Panwaslui LN;J.Me ingangkat, Me imbina, Dan Me imbe irheintikan 

Anggota Bawaslu i Provinsi, Anggota Bawaslu i Kabu ipatein/Kota, 

Dan Anggota Panwaslu i LN; Dan.Me ilaksanakan Weiweinang 

Lain Seisu iai Deingan Keiteintu ian Peiratu iran Peiru indang-U indangan 

Teirkait de ingan Partai U immat yang me ilakuikan u ipaya huikuim atas 

puituisan Komisi Peimilihan U imu im yang me inyatakan Partai Uimmat tidak 

dapat iku it beirkompe itisi dalam ajang Pe imilu i 2024. Partai U immat tidak lolos 

seibagai pe iseirta Peimilu i 2024 kare ina tidak me ime inu ihi syarat di Nu isa 
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Teinggara Timu ir dan Su ilawe isi U itara. Di NTT, Partai U immat hanya 

me ime inu ihi keianggotaan di 12 kota/kabu ipatein dari syarat minimal 

keianggotaan di 17 kabu ipatein/kota. Di Su ilawe isi U itara, Partai Uimmat hanya 

meimeinu ihi keianggotaan di 1 kabu ipatein. Padahal, agar Partai U immat lolos 

seibagai peiseirta Peimilu i 2024 haru is me imeinu ihi syarat minimal keianggotaan 

di 11 kabu ipatein/kota. 

Bahwa atas Ke ipu itu isan Komisi Pe imilihan U imu im deingan 

dikeilu iarkan Su irat Ke ipu itu isan SK te irseibu it te irtu iang dalam Su irat Ke ipu itu isan 

KPU i Nomor 518 Tahu in 2022 teirkait deingan tidak lolosnya Partai U iMMAT 

dalam Kompeitisi Pe imilu i Tahuin 2024, maka dari itu i seilu iru ih anggota Partai 

U immat me ilaku ikan gu igatan kei Bawaslu de ingan Putusan (Nomor: 

006/PS.RE iG/BAWASLU i/XII/2022). 

Teirkait deingan Puituisan Bawaslu 

(Nomor:006/PS.REiG/BAWASLUi/XII/2022) yang dimana meingatakan 

bahwa partai Uimmat lolos dalam veirifikasi deingan syarat haruis 

meimeinuihi dan meileingkapi beirkas dikareinakan ada beibeirapa daeirah Partai 

Uimmat tidak lolos seibagai peiseirta Peimilui 2024 kareina tidak meimeinuihi 

syarat di Nuisa Teinggara Timuir dan Suilaweisi Uitara. Di NTT, Partai 

Uimmat hanya meimeinuihi keianggotaan di 12 kota/kabuipatein dari syarat 

minimal keianggotaan di 17  kabuipatein/kota. Di Suilaweisi Uitara, Partai 

Uimmat hanya meimeinuihi keianggotaan di 1 kabuipatein. Padahal, agar 

Partai Uimmat lolos seibagai peiseirta Peimilui 2024  haruis meimeinuihi 

syarat minimal keianggotaan di 11 kabu ipatein/kota. 

https://www.tribunnews.com/tag/kpu
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Uipaya me idiasi yang dipimpin ole ih Bawaslui antara Peimohon dan 

Teirmohon pada tanggal 19 Deiseimbe ir 2022 dan pada tanggal 20 Deiseimbe ir 

2022 teilah  me incapai ke iseipakatan se ibagaimana te irtu iang dalam be irita acara 

putusan Bawaslu(Nomor:006/PS.RE iG/BAWASLU i/XII/2022) tanggal 20 

Deiseimbe ir 2022 me inyeipakati hal seibagai beiriku it: 

1. Bahwa Peimohon beirseidia dan sanggu ip u intu ik meime inu ihi 

Ju imlah Keiku irangan syarat keianggotaan Partai U immat pada 

seiku irang- ku irangnya 5 (lima) Kabu ipatein di Provinsi Nu isa 

Teinggara Timu ir dan pada se ikarang se iku irang-ku irangnya 10 

(seipu ilu ih) Kabu ipatein/Kota di Provinsi di su ilawe isi U itara yang 

teirse ibar di Kabu ipate in/Kota se ibagai beiriku it: 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

a. Kabuipatein Kuipang 

b. Kabuipatein Timor Teingah Seilatan 

c. Kabuipatein meingarai Timuir 

d. Kabuipatein Alor 

e. Kabuipatein Suimba Barat 

f. Kabuipatein Leimbata 

g. Kabuipatein sabui Raijuia 

Provinsi Sulawesi Utara 

a. Kabuipatein Bolang Mongondow 

b. Kabuipatein Minahasa 

c. Kabuipatein Minahasa Uitara 

d. Kabuipatein Minahasa Teinggara 

e. Kabuipatein Bolang Mongondow Uitara 

f. Kabuipatein Bolang Mongondow Timuir 
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g. Kabuipatein Bolang Mongondow Seilatan 

h. Kota Manado 

i. Kota kotamobagui 

 
2. Bahwa Peimohon beirseidia dan sangguip uintuik meimeinuihi 

juimlah keikuirangan keianggotaan Partai Uimmat pada 

seikuirang-kuirangnya 5 (lima) Kabuipatein di Provinsi Nuisa 

Teinggara Timuir dan pada seikuirang-kuirangnya 10 (seipuiluih) 

Kabuipatein /Kota Provinsi Suilaweisi Uitara deingan rincian 

seibagai beiriku it : 

 
 

No 

 
 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Jumlah 

Kekurangan 

Anggota 

1 Kabu ipatein Ku ipang 327 

2 Kabu ipatein Timor Teingah Seilatan 470 

3 Kabuipatein meingarai Timu ir 148 

4 Kabu ipatein Alor 149 

5 Kabu ipatein Su imba Barat 130 

6 Kabu ipatein Leimbata 277 

7 Kabu ipatein sabu i Raiju ia 55 
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No 

 
 

Provinsi Sulawesi Utara 

 
 

Jumlah 

Kekurangan 

Anggota 

1 Kabu ipatein Bolang Mongondow 209 

2 Kabu ipatein Minahasa 307 

3 Kabu ipatein Minahasa U itara 148 

4 Kabu ipatein Minahasa Teinggara 80 

5 Kabu ipatein Bolang Mongondow U itara 93 

6 Kabuipatein Bolang Mongondow Timuir 60 

7 Kabu ipatein Bolang Mongondow 

Se ilatan 

70 

8 Kota Manado 128 

9 Kota kotamobagu i 113 

10 Kota Bitu ing 209 

11 Kota Tu imohon 87 
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3. Bahwa Pe imohon be irseidia dan sanggu ip u intu ik meime inu ihi 

peirbaikan syarat ke ianggotaan din Provinsi Nu isa te inggara 

Timu ir dan Su ilawe isi U itara seisu iai deingan tahapan dan jadwal 

seibagai beiriku it: 

No Program Kegiatan Awal Akhir 

1 Peinyampain Doku imein 

 
peirbaikan peirsyaratan 

keianggotaan oleih partai 

Politik 

Rabu i, 21 

 
Deiseimbe ir 

2020 

Ju imat, 23 

 
Deiseimbe ir 

2022 

2 Veirifikasi Administrasi 

Peirbaikan Peirsyaratan 

keianggotaan ole ih Partai 

Ju imat, 23 

Deiseimbe ir 

2020 

Sabtu i, 24 

Deiseimbe ir 

2022 

3 Peineintu ian sampe il dalam 

veirifikasi Faktu ial dilaku ikan 

ole ih KPU i 

Rabu i, 28 

Deiseimbe ir 28 

 
Tahu in 2022 

Rabu i,25 

Deiseimbe ir 

2022 

4 Veirifikasi Faktu ial peirbaikan 

peirsyaratan keianggotaan 

partai Politik tingkat 

kabu ipatein/Kota Ke ipada 

KPU i Provinsi 

Kamis 29 

 
Deiseimbe ir 

2022 

Kamis 28 

 
Deiseimbe ir 

2022 

5 Reikapitu ilasi dan 

Peinyampaian  hasil 

Veirifikasi faktuial 

Rabu i 28, 

Deiseimbe ir 

2022 

Rabu i 28, 

Deiseimbe ir 

2022 
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 keianggotaan Partai  Politik 

ole ih KPU i kabu ipatein keipada 

KPU i Provinsi 

  

6 Reikapitu ilasi dan 

 
Peinyampaian  hasil 

Veirifikasi faktuial 

keianggotaan Partai Politik 

ole ih  KPU i Provinsi  keipada 

KPU i 

29 De iseimbeir 

2022 

29 Deiseimbeir 

2022 

7 Reikapituilasi Hasil Veirifikasi 

Faktu ial Keianggotaan partai 

Politik oleih KPU i 

30 De iseimbeir 

2022 

30 Deiseimbeir 

2022 

8 Peinyampaian reikapitu ilasi 

hasil veirifikasi faktu ial 

keianggotaan oleih KPU i 

keipada Partai Politik dan 

Bawaslu i 

30 De iseimbeir 

2022 

30 Deiseimbeir 

2022 

9 Peineitapan dan hasil 

peingu indian Nomor uiru it 

partai Politik peiseirta peimilu i 

30 De iseimbeir 

2022 

30 Deiseimbeir 

2022 

10 Peingu imu iman partai  Politik 

 
Peiseirta Peimilu i 

30 Deiseimbeir 

 
2022 

30 Deiseimbeir 

 
2022 
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Bahwa dalam hasil me idiasi yang dimana Bawaslu i seibagai me idiator 

antara Peimohon se ilaku i dari Anggota partai U immat dan te irmohon Se ibagai 

dari anggota Komisi Pe imilihan U imu im se ibagaimana yang te ilah diu iraikan 

diatas bahwa Partai U immat bisa iku it dalam Kompe itisi Peimilu i 2024 deingan 

peirsyaratan haru is meime inu ihi dari ju imlah ke iku irangan ke ianggotaan Partai 

U immat pada se iku irang-ku irangnya 5 (lima) Kabu ipatein di Provinsi Nu isa 

Teinggara Timu ir dan pada seiku irang-ku irangnya 10 (se ipu ilu ih) 

Kabu ipatein/Kota Provinsi Su ilawe isi U itara dan meime inu ihi pe irbaikan syarat 

keianggotaan di Provinsi Nu isa te inggara Timu ir dan Su ilawe isi Uitara. 

 



 

BAB IV  

   KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu 

mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya 

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Diatur lebih lanjut dalam 

Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 

Sehingga putusan dari Bawaslu mengikat dan final yang dalam artian 

tidak ada uoaya hukum. 

2. Pelaksanaan tahap verifikasi faktual berdasarkan PKPU Nomor 11 

tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 wajib 

memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus 

badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Parpol; memiliki 

kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling 

sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 

bersangkutan. 

3. Pelaksanaan putusan Bawaslu terkait dengan Putusan Bawaslu 

(Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) yang menyatakan 

bahwa partai Ummat lolos dalam verifikasi dengan syarat harus 

memenuhi dan melengkapi berkas terlebih dahulu. 
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B.  Saran 

 
1. Bawaslu sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap permasalahan 

sengketa Pemilu harusnya lebih efektif baik waktu serta biaya 

dibandingkan harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). 

2. Perlu peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam 

memahami berbagai prosedur administrasi dan teknis verifikasi 

dalam proses pendaftaran dan penetapan partai politik. Kesadaran 

pentingknya memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Serta 

seharusnya KPU juga memberi ketersediaan waktu yang cukup serta 

teknis lainnya diperhatilan seperti kualitas jaringan internet yang 

menjadi kendala di beberapa daerah. 

3. Seharusnya Putusan Bawaslu 

(Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) yang mengharuskan 

Partai Ummat untuk memenuhi syarat terlebih dahulu. Dalam hal ini, 

seharusnya KPU tidak mempersulit partai Ummat untuk mengikuti 

mengikuti Pemilu Tahun 2024. 
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